DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

2025 - 2029

>
BerAKH LAK

Bltodomud Felayonon Akt W o
armonis s 30k 2 0y

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA
BARAT NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN

2025-2029 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

: a. bahwa perencanaan pembangunan daerah

merupakan bagian penting dalam
mewujudkan tujuan pemberian otonomi
kepada daerah sehingga harus
merupakan satu kesatuan yang sinergi,
terintegrasi, terukur dan terarah dalam
penyusunan dan pelaksanaannya;

bahwa rencana strategis Perangkat
daerah merupakan pedoman untuk
mengoperasionalkan rencana
pembangunan dalam kurun waktu 5
tahun, dan merupakan acuan dalam
penyusunan rencana Kkerja tahunan,
serta sebagai instrumen untuk
mengendalikan, mengevaluasi, dan
mengukur Kkinerja Perangkat daerah
secara terukur, demi mencapai visi dan
misi Provinsi Sumatera Barat;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273
ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-



Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
yang menyatakan bahwa rencana
strategis Perangkat Daerah ditetapkan
dengan Perkada setelah RPJMD
ditetapkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan
Rencana Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2025-2029;

Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022
tentang Provinsi Sumatera Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 160, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6806);



. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2025-2045
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6987);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun

2025 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun
2025-2029;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana
Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera

Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Tahun 2025-2045
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Barat Nomor 220);



Menetapkan:

9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera
Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud
dengan:

1.

2.

Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi
Sumatera Barat

Pemerintah Daerah Provinsi adalah
Gubernur sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

. Gubernur adalah Gubernur Sumatera

Barat

. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu

Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dalam penyelenggaraan urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah Provinsi.

. Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya
disingkat RPJPD adalah dokumen
perencanaan pembangunan Provinsi
Sumatera Barat untuk periode 20 (dua
puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025
sampai dengan tahun 2045, yang memuat



visi, misi, sasaran pokok dan arah
pembangunan jangka panjang Provinsi
Sumatera Barat.

. Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya
disingkat dengan RPJMD adalah rencana
pembangunan Daerah yang merupakan
dokumen perencanaan pembangunan
Daerah yang merupakan dokumen
perencanaan pembangunan Daerah untuk
periode 5 (lima) tahun.

. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun

2025-2029, yang selanjutnya disebut
Renstra PD adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)
tahun.

. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang

selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang

selanjutnya disingkat Renja Perangkat
Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk
periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan
perencanaan pembangunan Daerah sebagai
landasan dan pedoman bagi Perangkat



Daerah dalam melaksanakan pembangunan
5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025
sampai tahun 2029.

Renstra PD Tahun 2025-2029 menjadi
pedoman bagi kepala Perangkat Daerah
dalam penyusunan Renja PD dan RKPD
dalam periode tahun 2025 - 2029.

Pasal 3

Renstra PD Tahun 2025-2029 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 memuat tujuan,
sasaran, program, dan kegiatan
pembangunan dalam rangka pelaksanaan
urusan pemerintahan wajib dan/atau
urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan
tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
Renstra PD Tahun 2025-2029 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Renstra Sekretariat Daerah;

b. Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah;

Renstra Inspektorat Daerah;

C

d. Renstra Dinas Pendidikan;
e. Renstra Dinas Kesehatan;
f

Renstra Dinas Bina Marga, Cipta
Karya dan Tata Ruang;

g. Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Bina
Konstruksi;

h. Renstra Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan;

i. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja;

Renstra Dinas Sosial;

N s

k. Renstra Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi;



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Analk, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana;

m. Dinas Pangan;

P
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Dinas Lingkungan Hidup;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil;
Dinas Perhubungan;

Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik;

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;

Dinas Pemuda dan Olahraga;

Dinas Kebudayaan;

. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;

Dinas Kelautan dan Perikanan;
Dinas Pariwisata;

Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan
dan Holtikultura;

aa. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;

bb.Dinas Kehutanan;

cc. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;

dan

dd.Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

ae. Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah;

af. Badan Penelitian dan Pengembangan;

ag. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset



Daerah;
hh.Badan Pendapatan Daerah;
ii. Badan Kepegawaian Daerah;

aj. Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia;

ak. Badan Penghubung;
al. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan

am. Badan Penanggulangan Bencana
Daerah.

Rencana strategis Sekretariat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a, tercantum dalam Lampiran [ yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Rencana strategis Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur
ini.

Rencana  strategis Inspektorat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c,
tercantum dalam  Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Rencana strategis Dinas Pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufd,
tercantum dalam Lampiran IV  yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Rencana strategis Dinas Kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufe,
tercantum dalam Lampiran V  yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Rencana strategis Dinas Bina Marga, Cipta
Karya dan Tata Ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf f, tercantum



(11)

dalam Lampiran VI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur
ini.

Rencana strategis Dinas Sumber Daya Air
dan Bina Konstruksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf g, tercantum dalam
Lampiran VII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Rencana strategis Dinas Dinas Perumahan
Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf h, tercantum dalam Lampiran
VIII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Rencana strategis Satuan Polisi Pamong
Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf i, tercantum dalam Lampiran IX yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Rencana strategis Dinas Sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf j, tercantum
dalam Lampiran X yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur
ini.

Rencana strategis Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf k, tercantum dalam Lampiran
XI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Rencana strategis Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf 1, tercantum dalam Lampiran XII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.

Rencana strategis Dinas Pangan
Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
m, tercantum dalam Lampiran XIII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.



(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(22)

(23)

Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n,
tercantum dalam Lampiran XIV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Rencana strategis Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf o, tercantum dalam
Lampiran XV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Rencana strategis Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf p, tercantum dalam
Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Rencana strategis Dinas Perhubungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q,
tercantum dalam Lampiran XVII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Rencana strategis Dinas Komunikasi,
Informatika dan  Statistik sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf r, tercantum
dalam Lampiran XVIII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf s, tercantum dalam
Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Rencana strategis Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t,
tercantum dalam Lampiran XX yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Rencana strategis Dinas Pemuda dan
Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf u, tercantum dalam Lampiran XXI
yang merupakan bagian tidak terpisahkan



(24)

(26)

(29)

dari Peraturan Gubernur ini.

Rencana strategis Dinas Kebudayaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
v, tercantum dalam Lampiran XXII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Rencana strategis Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf w, tercantum dalam Lampiran
XXIII yang merupakan Dbagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Rencana strategis Dinas Kelautan dan
Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf x, tercantum dalam Lampiran XXIV
yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.

rencana strategis Dinas Pariwisata
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
y, tercantum dalam Lampiran XXV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

rencana strategis Dinas Perkebunan,
Tanaman Pangan dan Hortikultura
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf z,
tercantum dalam Lampiran XXVI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

rencana strategis Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf aa, tercantum dalam
Lampiran XXVII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur
ini.

rencana strategis Dinas Kehutanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
bb, tercantum dalam Lampiran XXVIII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

rencana strategis Dinas Energi dan Sumber
Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf cc, tercantum dalam Lampiran



(33)

(35)

(36)

(37)

(38)

XXIX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
rencana strategis Dinas Perindustrian dan
Perdagangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf dd, tercantum dalam
Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
rencana  strategis Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf ee, tercantum
dalam Lampiran XXXI yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

rencana strategis Badan Penelitian dan
Pengembangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf ff, tercantum dalam
Lampiran XXXII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur
ini.

rencana strategis Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf gg, tercantum
dalam Lampiran XXXIII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

rencana strategis Badan Pendapatan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
hh, tercantum dalam Lampiran XXXIV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

rencana strategis Badan Kepegawaian
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf ii, tercantum dalam Lampiran
XXXV ~yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
rencana strategis Badan Pengembangan
Sumber daya Manusia sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf jj, tercantum
dalam Lampiran XXXVI yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.



(39)

(41)

rencana strategis Badan Penghubung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
kk, tercantum dalam Lampiran XXXVII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) hurufll], tercantum dalam Lampiran
XXXVIII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
rencana strategis Badan Penanggulangan
Bencana Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf mm, tercantum dalam
Lampiran XXXIX yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur
ini

Pasal 4

Kepala Perangkat Daerah melakukan
pengendalian dan evaluasi terhadap
pelaksanaan Renstra PD tahun 2025- 2029.
Pengendalian dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mencakup
indikator kinerja Perangkat Derah, rencana
program kegiatan kelompok sasaran dan
pendanaan indikatif serta tujuan dan
sasaran Renstra PD tahun 2025-2029.
Pengendalian dilakukan melalui
pemantauan dan suverfisi terhadap
pelaksanaan Renstra PD tahun 2025-2029.

Pasal 5

Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan
dan suverfisi sebagaimana dimaksud dalam
pasal 4 ayat (3) ditemukan adanya ketidak
kesesuaian/penyimpangan kepala
Perangkat Daerah melakukan tindakan
perbaikan.

Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil



pengendalian dan evaluasi kepada Gubernur

melalui kepala badan perencanaan
pembangunan daerah.
(3) Hasil pengendalian dan evaluasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan. Agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 11
Desember 2025
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Diundangkan di Padang

pada tanggal 11
Desember 2025
SEKRETARIS
DAERAH PROVINSI

2025 NOMOR 23



KKATA  PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat
Allah SYWT karena atas petunjuknya telah dapat
diselesaikan penyusunan Rencana Strategis
(Renstra) Dinas Koperasi, UKIVIL Provinsi
Sumatera Barat Tahun Z22025-2029. Dokumen
Renstra Dinas Koperasi, UEXKN Provinsi
Sumatera Barat merupakan penjabaran dari
Rencana Pembangunan Janglka Menengah
Daerah (RPJIMD) Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2028 - 2029.

Dalam penyusunan Renstra Dinas Koperasi,
UXKNM Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomorxr OZ2
Tahun Z0285 Tentang FPedoman FPenyusunan
Rencanan FPembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Strategis Perangkat
Daerah Tahun Z0Z25-2029. Rencana Strategis
(RENSTRA) Dinas XKoperasi, UKNM Provinsi
Sumatera Barat Tahun Z20Z25-2029 memuat
informasi mengenai maksud dan tujuan,
gsambaran pelayanan Dinas, strategi dan arahan
kebijakan jangka menengah, rencana program
dan kegiatan serta kinerja penyelenggsaraan
bidang wurusan yang bersifat indikatif dalam
rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Kami menyampaikan apresiasi sebesaxr-
besarnya kepada seluruh pihak yang telah
memberikan masukan, duakungan, dan kerja
sama dalam penyusunan Renstra ini. Semoga
dokumen ini menjadi landasan yang kokoh
dalam pemberdayaan Xoperasi dan UKWV di

RENSTRA 2025 -
2029



Provinsi Sumatera Barat. Akhir kata, kami
berharap Renstra Dinas XKoperasi, UKL
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 ini
dapat menjadi ppedoman bersama dalam
mewujudkan pengelolaan koperasi dan UXNM

vang Tangsuh mandiri dan berdaya saing.

NIP. 19670703 199503 1
OO0l

RENSTRA 2025 -
2029
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BAEBI
PENDAHULWUAN

11. Latar Belakang

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor =2 Tahun 20295 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka VMIenengah Daerah dan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun
2025 — Z2029, dimana Perangkat Daerah
diwajibkan menyusun Rencana Strategis
Perangkat Daerah FProwvinsi Tahun Z02S5 -
Z2ZO2Z9 secara simultan dan terkoordinasi

dengan proses penyusunan RPJIJVID Provinsi.

Rencana Strategis (Renstra) FPerangkat
Daerah merupakan dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk S5 ddAdma) tahun.
Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 ayat (3) huruf a Peraturan NMenteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomorxr S8S6 Tahun
201’7 memuat tujuan, sasaran, program, dan
kkegiatan rembangunan dalam rangka
prelaksanaan Urusan FPemerintahan YWajib
dan atau Urusan FPemerintahan FPilihan
sesuai dengan tugas dan fungsi setiap
Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman
kepada RPJIJNVID dan bersifat indikatif.

Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah
untulk memudahkan melakukan kxontrol
terhadap semua aktifitas Perangkat Daerxrah

bailk yang sedang berjalan maupun yang akan
- - - - - - |
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datang, sekaligus sebagai alat untulk
mengukur hasil yang dicapai dan untulk
mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.
Penyusunan Renstra reranglkat Daerah
disusun melalui beberapa tahapan mulai darxri
ppersiapan renyusunan, penyusunan
rancangan awal, penyusunan rancangan,
prelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas
Perangkat Daerah, perumusan rancangan

akhir hingga penetapan.

Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKN
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 - 2029
merupakan dokumen perencanaan jangka
menengah (S tahun) yang disusun bersamaan
dengan penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJIJNVID) Provinsi
Sumatera  Barat Tahun 22025 - Z2ZOZ2Z9.
Selanjutnya  dokumen Renstra ini akan
menjadi pedoman dalam penyusunan dan
prelaksanaan Rencana Xerja (Renja) Dinas
Koperasi, UKNM Provinsi Sumatera Barat
setiap tahun dalam rentang walktu tahun
2025 - 2029.

XKoperasi dan UXKM memegang peran
renting dalam perekonomian nasional dan
daerah karena keduanya merupakan pilar
utama dalam menciptakan lapangan kerxrja,
mengurangi kemiskinan, serta mendorong
rertumbuhan ekonomi yang inklusif. KXoperasi
membantu anggota dan masyarakat dalam

mengakses sumber daya secara bersama,
[ —————————————— e e e e e
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sementara UXM berperan sebagai motor
rengsgeralk ekxkonomi lokal dengan menciptakan

produk dan layanan yang relevan dengan

kkebutuhan masyaralkat setempat. Secara
keseluruhan, sektor ini mendukung
remerataan rembangunan, meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, dan berkontribusi
Prada ketahanan ekonomi, terutama di tengah
dinamilka pasar global yang texrus berubah.

Koperasi berperan sebagai Lembaga yang
mengorganisir anggota untulk bersama sama
mengelola dan memanfaatkan sumber daya
vang ada. Sesuai dengan Visi Gubernur dan
Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat
Tahun ZOZ2ZS5 -2029 “ Sumatera NMadani Yang
IVMiaju dan Berkeadilan” dimana masyaralkat
Sumatera Barat vang religious dan
berperadaban maju dengan berbasiskan mnilai
dan norma “ Adat Basandi Syarak, Syarak
Basandi Xitabullah menjadi satu peluang
dalam rengembangan koperasi terutama
koperasi syariah.

Koperasi dan UXINVLI memberikan dampalk
positif dalam pemberdayaan ekonomi lokal.
Mereka berperan dalam distribusi pendapatan
vang lebih merata, meningkatkan kemandirian
ekonomi, dan membantu mengurangi
ketergantungan pada sektor formal. Melalui
rengembangan produlk lokal, inowvasi, dan
akses pasar yang lebih luas, koperasi dan UKN

memperkuat ketahanan ekonomi daerah,
|
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menciptakan reluang usaha baru, serta
mendorong pembangunan yang lebih inklusif
dan berkelanjutan. Di era globalisasi dan
digital, XKoperasi dan U XNV menghadapi
berbagai tantangan dan peluang.

Dengan adanya keterbatasan akses
terhadap teknologi, kurangnya literasi digital,
serta rendahnya daya saing di pasar global
menyebabkan banyak Koperasi dan UKV yang
kesulitan beradaptasi dengan perkembangan
teknologi, terutama dalam hal pemasaran
digital manajemen keuangan, dan pengelolaan
operasional secara efisien. Namun jika mampu
memanfaatkan dengan bailkk, digitalisasi
membuka akses  pasar yang lebih luas,
memungkinkan koperasi dan UXKNVM untulk
menjual produlk mereka ke konsumen global
melalui platform e-commerxce.

Menyadari peran yang sangat besar bagi
koperasi sehingga pemerintah pusat melaluai
Instruksi FPersiden Nomor 9 Tahun ZZI0Z2S
tentang Pembentukan XKoperasi
Desa/XKXKelurahan NMerah Putih tanggal 27 VLaret
ZOZ25 mewajibkan terbentuknya satu koperasi
Prada satu desa/nagari/kelurahan atau sebutan
lainnya yang disebut Xoperasi Desa Merah
Putih. XKoperasi ini diharapkan dapat
menyelesaikan permasalahan dan menganglkat
potensi desa/nagari/kelurahan sehingga
masyarakatnya menjadi lebih sejahtera. Agar

koperasi desa tersebut lebih terarah, malka
|
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kepala desa/wali nagari/lurah bertangsung
Jawab secara Ex officio.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka Renstra
Dinas Xoperasi, UXKM Provinsi Sumatera
barat perlu dirumuskan dengan bailk dalam
membantu mencapai tuuygjuan yang terukur,
tepat sasaran, dan efesien. Renstra ini juga
dapat membantu organisasi berdaptasi dengan
rerubahan lingkungan strategis. Renstra
Dinas Xoperasi, UXKM Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2025 -2029 ini disusun oleh Tim
Penyusun Renstra yang ditetapkan dengan
Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat
No. OS0-319-2025 tentang Pembentukkan Tim
Penyusun Rencana Strategis Dinas Koperasi,
Usaha Xecil NMenengah Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2028 — 2029.

Dalam keterkaitan Renstra Peranglkat
Daerah dengan RPJINMD, Renstra Perangkat
Daerah merupakan penjabaran teknis RPJNVID
dimana seluruh program dalam lima tahun
Renstra mempedomani program prioritas
dalam RPJINVID. Keberhasilan pencapaian visi
dan misi kepala daerah ditentukan oleh
keberhasilan pencapaian kinerxrja program dan
kegiatan Renstra Peranglkat Daerxrah.
Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah
dengan Renstra X/X. adalah encapaian
sasaran, program dan kegiatan pembangunan
dalam Renstra Peranglkat Daexrah

diselaraskan dengan encapaian sasaran,
]
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program dan kegiatan pembangunan yang
ditetapkan dalam Renstra X/, untulk
tercapainya sasaran pembangunan nasional.
Begitu juga halnya keterkaitan antara Renstra
Perangkat Daerah Provinsi dengan Kab/XKota
diselaraskan dengan Renstra X/L..
XKeterkaitan Renstra Perangkat Daerah
dengan Rencana Xerja XRenja) FPerangkat
Daerah Renstra Perangkat Daerah merupakan
acuan dalam penyusunan Rencana Xerja
(Renja) Perangkat Daexrah.

Sinergitas penyusunan semua dokumen
tersebut mengacu kepada amanat Undang-
Undang Nomor 25 Tahun Z2004d sebagaimana
tergambar pada bagan berikut:

Gambar 1.1
Alur Perencanaan Pembangunan Daerah
Menurut UU No. 24 /2004

PROSES PENYUSUNAN RPJPD, RPJMD, RKPD DAN APBD
(UU 17/2003, UU 25/2004, UU 32/2004, PP 8/2008)
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1.2. Landasan Hulkuam
Penyusunan Renstra Dinas XKoperasi,

UXNM Provinsi Sumatera Barat tahun Z2O0Z25-
2029 dilandasi dengan dasar hukum sebagai
berikut:

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958
tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 19 Tahun 19857 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra
Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indomnesia Tahun 1958 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republilkk Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republilkx Indonesia 4286), sebagaimana
telah diubakh dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun Z0Z20 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun Z20Z20 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan Untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) dan/atau Dalam Ranglka
Menghadapi Ancaman Yang

Membahayakan FPerekonomian Nasional
-
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dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
VMenjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republilkkx Indonesia Tahun 2020
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun Z2004,
tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (L.embaran
Negara Republilkk Indonesia Tahun Z2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomorxr 4421 );

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang FPerimbangan KKeuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (L.embaran Negara Republilkk
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomorx 443S), sebagaimana
telalh diubakh dengan Undang-Undang
Nomor Z Tahun Z20Z20 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun ZIO0Z20 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem KKeuangan Untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Cowvid1l9) dan/atau Dalam Ranglka
Menghadapi Ancaman Yang
VMiembahayakan FPerekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem KKeuangan
VMenjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020
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Nomorxr 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor GS16);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 22007
tentang Rencana FPembangunan Jangka
Panjang N asional Tahun Z200S-Z2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomorxr 4700 );

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 22007
tentang Penataan Ruang (L.embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 6S, Tambahan Lembaran Negara
Republilk Indonesia Nomor A’I2S),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun Z20Z20 tentang
Cipta Xerja (Lembaran Negara Republilk
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 65'73);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (d.embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomorxr S,
Tambahan Lembaran Negara Republilk
Indonesia Nomor SZ234), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2019 tentang FPerubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (d.embaran Negara
|
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Republik Indonesia Tahun 2019 NomoOr
1S3, Tambahan Lembaran Negara Republilk
Indonesia Nomor G39S);

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 22008
tentang Usaha VMikro, Kecil dan Menengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun Z200S Nomorxr 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor A4AS66);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana
telah diubah beberapa kkali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang FPerubahan Xedua Atas Undang-
Undang Nomor Z23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomorxr 58S,
Tambahan Lembaran Negara Republilk
Indonesia Nomor SG'79);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Xerja CLembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 NomoOor
245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomoxr 6573);

11. Peraturan FPemerintah Nomor 46 Tahun
2016 tentang Tata Cara Penyelengsaraan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 2SS, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor SO941);
- - - - -
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12. Peraturan FPemerintah Nomor 1S Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun Z2Oo1S Nomorx 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomorxr S5887), sebagaimana telah diubakh
dengan FPeraturan FPemerintah Nomorx 72
Tahun 2019 tentang FPerubahan Atas
Peraturan FPemerintalhh Nomor 18 Tahun
2016 tentang Peranglkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1S7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

13. Peraturan FPemerintah Nomor 12 Tahun
201’7 tentang FPedoman FPembinaan dan
Pengawasan Penyelenggsaraan
Pemerintahan Daerah (L.embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 201’7 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomorxr 6O0O41l);

14. Peraturan FPemerintalh Nomor Z Tahun
ZO1S tentang Standar Pelayanan NMinimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun Z2O01S Nomor =, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomoxr G17S);

15. Peraturan FPemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (L.embaran Negara Republilkk

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
]
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Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomoxr 6G322);

16. Peraturan FPemerintah Nomor 13 Tahun
2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan FPemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor S22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomoxr 6G323);

17. Peraturan FPemerintah Nomor 2Z21 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan FPenataan
Ruang (L.embaran Negara Republilk
Indonesia Tahun 2021 Nomorx 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomoxr 6633);

18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017
tentang FPelaksanaan FPencapaian Taoajuan
Pembangunan Berkelanjutan (dTembaran
Negara Republilk Indonesia Tahun 2017
Nomorxr 136);

19. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020
tentang Penetapan Daexrah Terxrtinggal
Tahun Z2020- 2024 dCMembaran Negara
Republikk Indonesia Tahun Z20Z20 NomoOorx
119);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor SO
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produlk
Hukum Daerah, sebagaimana telah diubakh
dengan FPeraturan NMenteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun Z01S tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
|
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Nomor SO Tahun 20195 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daexrakh;

21. Peraturan NMenteri Dalam Negeri Nomor
S6 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan FPeraturan Daerah Tentang
Rencana FPembangunan Jangka FPanjang
Daexrah Dan Rencana Pembangunan
Jangka NMenengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
XKerja Pemerintah Daexrakh;

22. Peraturan NMenteri Dalam Negeri Nomor 7
Tahun 2018 tentang Pembuatan dan
Pelaksanaan XKajian Lingkungan Hidup
Strategis dalam Penyusunan Rencana
Pembanguan Jangka Menengah Daexrakh;

23. Peraturan NMenteri Dalam Negeri Nomor
100 Tahun =103 & tentang Penerapan
Standar Pelayanan NMlinimal;

24, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90O
Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daexral;

25. Peraturan NMenteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun Z020 tentang FPedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daexrakh;

26. Peraturan Daerah Prowvinsi Sumatera

Barat Nomor 7 Tahun Z200S tentang
|
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Rencana FPembangunan Jangka FPanjang
Daerah (RPJIJPD) Provinsi Sumatera Barat
Tahun ZX00S-20Z2S5 (Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008
Nomorxr 7, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Barat Nomorx '7);

27. Peraturan Daerah Prowvinsi Sumatera
Barat 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Prowvinsi Sumatera Barat
Tahun ZO12-2032= (L.embaran Daexrah
Provinsi Sumatera Barat Tahun Z01Z2
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Barat Nomorx 79);

28. Peraturan Daerah Prowvinsi Sumatera
Barat Nomor 3 Tahun Z2014 tentang
Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat
Tahun Z2O14-2025, sebagaimana telalh
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana

Indulk Pembangunan Kepariwisataan
Provinsi Sumatera EBarat Tahun 2Z2014-
220225 (L.embaran Daexrah Provinsi

Sumatera Barat Tahun Z2019 Nomorxr 14,
Tambahan Lembaran Daerah FProvinsi
Sumatera Barat Nomor 1'78);

29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera
Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan dan
|
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Pengembangan Perumahan dan Kawasan
Permukiman (Lembaran Daerah Prowvinsi
Sumatera Barat Tahun 2016 Nomorxr 7,
Tambahan Lembaran Daerah FProvinsi
Sumatera Barat Nomorxr 122'7);

30. Peraturan Daerakh Prowvinsi Sumatera
Barat Nomor 8 Tahun Z2016 tentang
Pembentukan dan Susunan FPerangkat
Daerah Provinsi Sumatera Barat
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera 1.5
Barat Tahun Z2016 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Prowvinsi Sumatera
Barat Nomorxr 1'7'7) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Daerah Prowvinsi Sumatera
Barat Nomor 2 Tahun Z2O0Z21 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun
ZO0O16 tentang Pembentukan dan Susunan
Peranglkat Daerah FProvinsi Sumatera
Barat (L.embaran Daerah Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2021 Nomorxr 22,
Tambahan Lembaran Daerah FProvinsi

Sumatera Barat Nomox 191);

13. Maksud dan Tajuan

Penyusunan Renstra Dinas XKoperasi,
UXNM Provinsi Sumatera Barat Tahun Z2025-
Z2ZO0OZ2Z9 adalah untuk memberi arah dan
pedoman dalam perencanaan program,

kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi
|
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acuan penyusunan Rencana Xerja (Renja)
dan Rencana XKerja Angsaran (REKA) Dinas
Koperasi, UKNM Provinsi Sumatera Barat
serta sebagai pedoman bagi seluruh personil
organisasi dalam mencapai tujuan dan
sasaran serta indikator kinerja yang telah

ditetapkan untuk lima tahun mendatang.

Tujuan renyusunan Renstra Dinas
Koperasi, UKNM Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2025-2029 adalalh untuk :

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran,
strategi, kebijakan, program dan kegiatan
rembangunan dalam kurun waktu & (dima)
tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Dinas Xoperasi, UXKNM Provinsi
Sumatera Barat dalam mendukung vwvisi
dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur
Sumatera Barat.

2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi
antara Pperencanaan, enganggsaran,
ppelaksanaan serxrta rengendalian dan
evaluasi pada  setiap tahun anggaran
selama periode Renstra S (dima) tahun.

3. Memberikan pedoman bagi seluruh wunit
kerja Dinas Xoperasi, UXKNM Provinsi
Sumatera Barat dalam renyusunan
Rencana XKerja (Renja) yang merupakan

dokumen perangkat daerah tahunan.

14. Sistematika Penulisan
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Renstra Dinas XKoperasi, UKNM Prowvinsi
Sumatera Barat Tahun ZXO0OZ25-Z20Z29 disusun
berdasarkan sistematika penulisan sebagai
berikut :

Bab 1 Pendahuluan

Memuat 1atax belakang, dasax hulkum
renyusunan, maksud dan tujuan, serta
sistematika penulisan.

Bab 2 Gambaran FPelayanan, Permasalahan
dan Isu Strategis Perangkat Daexrah

VMemuat informasi tentang tugas dan fungsi
prerangkat daerah, sumber daya yang dimiliki
oleh reranglkat daerah dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi, kKinerxrja
relayanan reranglkat daerah, kkelompolk
sasaran layanan serta rermasalahan
relayanan dan isu strategis urusan koperasi
dan UK.

Bab 3 Tuoujuan, Sasaran, Strategi dan Arxrah
XKebijakan

Dalam bab ini memuat tujuan dan sasaran
Jangka menengah beserta indikator yang akan
dicapai oleh perangkat daerah serta strategi
dan arah kebijakan Premberdayaan dan
rengembangan koperasi dan UXKM selama
kurun walktu lima tahun.

Bab 4 Program, Kegiatan, Sub XKegiatan, dan
XKinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Dalam bab ini memuat program, kegiatan, sub
kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan

Pragu indikatif selama kurun walktu lima tahuan
-]
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periode renstra. Selain itu, dalam bab ini juga
memuat target keberhasilan pencapaian tujuan
dan sasaran renstra melalui Indikator Kinerxrja
Utama dAXUO) dan target kinerxrja
renyelenggsaraan urusan pemerintahan daexrah
melalui Indikator Xinerja Xunci (dXKX)
selama kurun waktu lima tahun

Bab & Penutup

Dalam Bab ini memuat kaidah pelaksanaan
dan evaluasi pelaksanaan Renstra Peranglkat
Daerah yang meliputi penendalian dan
evaluasi terhadap hasil Renstra Peranglkat

Daexrah.
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BARB IX

GAMEBARANPEILAYANAN,
PERMASAT ANANDAN

ISUSTRATEGIS PERANGEKATDAERAKF

21 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2.A1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat
Daexrah

Dinas Koperasi, UKNM Provinsi Sumatera
Barat dibentulk sesuai dengan FPeraturan
Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomorxr 2
Tahun Z2021 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan FPerangkat Daerah Provinsi
Sumatera Barat. Berdasarkan FPeraturan
Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor
29 Tahun 2023 tentang KKedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serxrta
Tata Kerja Dinas Daerah, tugas pokok Dinas
XKoperasi, U XKNVL adalah melaksanakan
urusan pemerintahan di bidang Xoperasi,
Usaha Xecil dan Menengah yang menjadi
kewenangan Daerah, sedangkan fungsi
Dinas Koperasi, UKNM adalah sebagai berikut:
1) penyelenggaraan perumusan kebijakan
teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan
menengah yang menjadi kewenangan
daexralh;

2) penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan

teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan
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menengah yang menjadi kewenangan
daexralh;

3) penyelenggaraan administrasi Dinas
XKoperasi, Usaha KKecil dan Menengakh;

4) penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di
bidang koperasi, usaha kecildan menengakh;
dan

5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan
oleh pimpinan.

Adapun struktur organisasi Dinas Koperasi,

UXNVM Provinsi Sumatera Barat adalakh

sebagai berikut :
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Gambar 2.1 STRUKITURORGANISASI
DINAS KOPERASTI UKM PROVINSI
SUMATERARBARAT
(Pergub No. 29 Tahun 2023 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Xexrja Perangkat Daexrah )

KEPALA DINAS

BIDANG PERIZINAN
DAN KELEMBAGAAN

SEKRETARIS
JABATAN |
FUNGSIONAL |

SUB BAGIAN TATA SUB BAGIAN

USAHA KEUANGAN

BIDANG BIDANG BIDANG PENGAWASAN
PEMBERDAYAAN PEMBERDAYAAN DAN PEMERIKSAAN
KOPERASI USAHA KECIL

UPTD Balai
Pendidikan dan

’ UPTD PLUT UMKM \
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Dari bagan diatas dapat dilihat struktur
organisasi Dinas Xoperasi, UKNM Propinsi
Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat, yang membawahi:

a. Sub. Bagian Tata Usaha

b. Sub. Bagian Keuangan

Bidang Perizinan dan Xelembagaan,
Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan,
Bidang Pemberdayaan Koperasi,
Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil,
UPrPTrD

Jabatan Fungsional

© N o 0 bk ©

Dinas Koperasi, UKNM Provinsi Sumatera
Barat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas
vang dibantu Sekretaris dan 4 (empat)
Kepala Bidang, 2 (dua) UPTD dan jabatan
fungsional. Adapun tugas pokok dan fungsi
masing-masing Sekretariat dan Bidang pada
Dinas XKoperasi, UXKNM Propinsi Sumatera
Barat adalakh :

DSekretariat, mempunyai mempunyai tugas
merencanakan, melaksanakan,

mengkoordinasikan dan mengendalikan

kegiatan administrasi umum,
kkepegawaian, prerlengkapan, hubungan
masyarakat, protokol, renyusunan
program dan kkeuangan. Untuk
menyelenggarakan tugas, Sekretariat

mempunyai fungsi :
.|
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(a) penyiapan bahan koordinasi kegiatan
di lingkungan Dinas;

(b) penyiapan Toahan kkoordinasi dan
renyusunan rencana program dan
kegiatan di lingkungan Dinas;

(c) penyiapan bahan pembinaan dan
remberian dukungan administrasi
vang meliputi ketatausahaan,
kepegawaian, Jhulkum, keuangan,
kerumahtanggaan, aset, kerja sama,
kehumasan, kearsipan dan
dokumentasi di lingkungan Dinas;

(d) penyiapan Tbahan kkoordinasi,
rembinaan dan penataan organisasi
dan tatalaksana dilingkungan Dinas;

(e) penyiapan Toahan kkoordinasi
prelaksanaan sistem prengendalian
intern pemerintah dan pengelolaan
informasi;

(f) penyiapan bahan pengelolaan barang
mililkk/kekayaan Daerah dan
relayanan pengadaan barang/jasa di
lingkungan Dinas;

(9) penyiapan Tbahan evaluasi dan
prelaporan di lingkungan Dinas; dan

(h) pelaksanaan fungsi lain vyang
diberikan oleh pimpinan.

2) Bidang Perizinan dan Xelembagaan,
mempunyai tugas melaksanakan
renyiapan penyusunan kebijakan teknis,
rembinaan dan pelaksanaan di bidang

___________________________________________________________________________]
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perizinan, kelembagaan, monitoring,

evaluasi pelaporan dan data koperasi.

Untuk menyelengarakan tugas Bidang

Perizinan dan XKKelembagaan mempunyai

fungsi:

(a) penyelenggaraan pengkajian program
kerja Bidang perizinan dan kelembagaan;

(b) penyelenggsaraan rengkajian bahan
kebijakan teknis pembinaan perizinan
dan kelembagaan;

(c) penyelenggsaraan rengkajian bahan
fasilitasi perizinan dan kelembagaan;

(d) penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi
perizinan dan kelembagaan;

(e) penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi
kegiatan perizinan dan kelembagaan;

(f) penyelenggaraan kkoordinasi dalam
prelaksanaan kegiatan di Kabupaten/kota;

(9) penyelenggaraan vwerifikasi data dan
Jumlah koperasi simpan pinjam/anit
simpanpinjam yang akurat;

(h) pengkoordinasian dan wverifikasi
dokumen izin wusaha simpan pinjam
untulk koperasi;

(i) pengkoordinasian dan wverifikasi
dokumen izin pembukaan kantoxr cabang,
kantor cabang pembantu dan kantor kas;

() pengkoordinasian rembentukan
koperasi, perubahan anggaran dasar
koperasi dan pembubaran koperasi;

(k) pengkoordinasian Toimbingan dan
|
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renyuluhan Perkoperasian;

() pengkoordinasian prelaksanaan
monitoring, evaluasi dan prelaporan
prelaksanaan pemberdayaan koperasi;

(m) pelaksanaan koordinasi dengan uunit
kerxrja terkait; dan

(n) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan

oleh pimpinan

3) Bidang FPengawasan dan FPemeriksaan,
mempunyai tugas melaksanakan
renyiapan bahan penyusunan kebijakan
teknis, pembinaan dan pelaksanaan di
bidang engawasan, remeriksaan
kelembagaan dan usaha koperasi.

Untulk menyelenggarakan tugas Bidang

Pengawasan dan Pemeriksaan

mempunyai fungsi :

(a) Pembinaan dan renyelenggaraan
rengkajian bahan kebijakan teknis
Pengawasan dan Pemeriksaan;

(b) pengkoordinasian pengawasan dan
remeriksaan koperasi;

(c) penyelenggaraan rengawasan dan
remeriksaan koperasi;

(d) pengkoordinasian hasil pengawasan
dan pemeriksaan koperasi;

(e) pengkoordinasian tindak lanjut
pengawasan dan pemeriksaan koperasi;

(f) penyelenggaraan tindak lanjut

rengawasan dan pemeriksaan koperasi;
|

RENSTRA 2025 - 2029 17



(9) pengkoordinasian hasil tindak lanjut
rengawasan dan pemeriksaan koperasi;

(h) pengkoordinasian penerapan sanksi
bagi koperasi;

(i) penyelenggaraan monitoring dan
evaluasi hasil rengavwasan dan
remeriksaan koperasi;

() pengkoordinasian hasil monitoring dan
evaluasi hasil pengawasan dan
remeriksaan koperasi;

(k) penyelenggaraan pelaporan

Pengawasan dan Pemeriksaan;

() penyelenggaraan kkoordinasi dalam
prelaksanaan kegiatan di
kkabupaten/lkkota;

(m)penyelenggaraan koordinasi dengan
unit kerja terkait; dan

(n) penyelenggaraan tugas kedinasan lain
sesuai dengan tugas dan fungsinya

4) Bidang Pemberdayaan Xoperasi,

mempunyai tugas melaksanakan

renyiapan bahan penyusunan kebijakan

teknis, pembinaan dan pelaksanaan di

bidang pemberdayaan koperasi, fasilitasi

usaha koperasi, peningkatan kualitas sdm

kkoperasi, pengembangan, penguatan dan

perlindungan koperasi.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang

Pemberdayaan XKoperasi mempunyai
fungsi:
(a) penyelenggaraan rerumusan bahan
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kebijakan dan pembinaan teknis bidang
Pemberdayaan Koperasi;

(b) pengkoordinasian rerluasan akses
rembiayaan/permodalan bagi koperasi;

(c) penyelenggaraan promosi akses pasar

bagi produlk koperasi di dalam dan Iuar

negeri;

(d) pengkoordinasian prelaksanaan
rembinaan dan Toimbingan teknis
reranglkat organisasi dan anggota
koperasi;

(e) pengkoordinasian kkemitraan antar

koperasi dan badan usaha lainnya;

(f) pengkoordinasian ppelaksanaan
prerlindungan usaha koperasi;

(9) pengkoordinasian ppelaksanaan
monitoring dan evaluasi, prelaporan
ppelaksanaan pemberdayaan koperasi;
dan

(h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan
oleh pimpinan.

S) Bidang Pemberdayaan Usaha Xecil,
mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan penyusunan kebijakan
teknis, pembinaan dan pelaksanaan di
bidang Pemberdayaan Usaha Xecil,
Ffasilitasi usaha kkecil, rengembangan,
renguatan dan perlindungan usaha kecil,
reningkatan kualitas kewirausahaan.
Untuk menyelenggarakan tugas Bidang

Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah
|
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mempunyai fungsi :

(a) penyelenggaraan rengkajian bahan
kebijakan teknis rembinaan lbidang
Pemberdayaan Usaha XKecil;

(b) penglkoordinasian pemberdayaan dan
prerlindungan usaha kecil;

(c) penyelenggaraan promosi akses pasar
bagi produlk usaha kecil di dalam dan
IJuar negeri;

(d) pengkoordinasian pelaksanaan
monitoring, evaluasi dan pelaporan
prelaksanaan pemberdayaan usaha kecil;

(e) pengkoordinasian pendataan izin usaha
mikro kecil (I UMEK);

(f) pengkoordinasian rengembangan
usahakecil dengan orientasi peningkatan
skala usaha kkecil menjadi usaha
menengakh;

(9) pengkoordinasian rengembangan
kewirausahaan;

(h) pengkoordinasian pelaksanaan
preningkatan nilai tambah produlk UKII;

() pengkoordinasian remberdayaan
rerkuatan sarana prasarana dan modal
bagi usaha kkecil melalui kkredit
rerbankan, pinjaman lembaga non bank,
Prinjaman dari dana penghasilan sebagai

laba BUNN dan lainnya;

() penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi

kkegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil;
|
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(k) penyelenggaraan Koordinasi dengan
unit kexrja terkait; dan

() pelaksanaan fungsi lain yang diberikan
oleh pimpinan

6) UPITD Balai Pendidikan dan Latihan
XXoperasi, mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan teknis Dinas di
bidang pendidikan dan pelatihan koperasi
dan usaha kecil
Untulk menyelenggarakan tugas UPITD
Balai Latihan XKoperasi mempunyai fungsi:
(a) pelaksanaan Pperencanaan dan

rengembangan program pendidilkan dan
prelatihan koperasi dan usaha kecil tahap
remula;

(b) pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
kkoperasi;

(c) pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
usaha kecil tahap pemula;

(d) pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan
prendidikkan dan pelatihan koperasi dan
usaha kecil tahap pemula;

(e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan
Pimpinan;

DO UPTD PLUT UMXKNM, mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan teknis operasional
Dinas di bidang layanan usaha terpadua
usaha kecil.

Untulk menyelenggarakan tugas UPTD

PIL.UT UNMEKNM mempunyai fungsi :

(a) pelaksanaan kkonsultasi dan
-]
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rendampingan usaha;

(b) pelaksanaan pendaftaran usaha pada
sistem perizinan berusaha terintegrasi
secara elektronilk;

(c) pelaksanaan pelatihan teknis dan
manajerial;

(d) pelaksanaan pemenuhan sertifikasi dan
standardisasi produlk;

(e) pelaksanaan rengembangan produlk
unggsulan Daerakh;

(f) pelaksanaan pengembangan kemasan
produlk usaha kecil

(9) pelaksanaan promosi dan pemasaran
produk serta informasi pasar

(h) pelaksanaan inkubasi bisnis

(i) pelaksanaan pendataan usaha kecil sexrta
Wirausaha

() pelaksanaan seleksi pelaku usaha dan
Ikxurasi produk usaha kecil

(k) mmengoordinasikan aktivitas pusat
layanan wusaha terpadu usaha mikro,
kecil dan menengah Kabupaten/XKota di
Daerah

() pelaksanaan fungsi lain yang diberikan

oleh pimpinan

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daexrah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi
Dinas Koperasi, Usaha Xecil dan Menengah
Provinsi Sumatera Barat di dukung oleh
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sumber daya manusia dan sumber daya

sarana prasarana
2Z2A.21.Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mendukung pencapaian
tugas pokok dan fungsi, Dinas Xoperasi,
UXM didukung oleh sumber daya manusia
sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hondisi Xepegawainan Berdasarkan
Eselon Jabatan

Ese Ese Jabat

an
Fungs
ional

N Uraian Staf | Juml

£
¢* 6

XKepala
Dinas

Z. | Sekretariat - D § = b § 9 13

Bid.Pember fc3
dayaan
XKoperasi
Bid.
Perizinan
dan
Kelembagaa
n

Bid. -
Pengawasa
ndan
Pemeriksa
an
Bid.Pemberxr >
dayaan
Usaha XKecil
7. | UOPTD - i 3 - 6 10
Badiklat KXop

S. | UPTDPLUOUT - - - - - -
U IVIXK1IVL

9. | Widyaiswara - - - 3 - 3

.nn;g?

Fungsional _ _ _ = _ >
Pengawas
Koperasi

________________________________________________________________________________________________________________|
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Pada Dinas Xoperasi, U X VMI Prowvinsi
Sumatera Barat texrdapat 26 Jabatan
struktural, yaitu:

a. 1Jabatan XKepala Dinas, Eselon IX

b. 1 Jabatan Sekretaris dan S Jabatan Kepala
Bidang/XKKepala UPTD, Eselon IIX

S Jabatan Kepala Sub Bagian, eselon IV
S Jabatan Widyaswara
Z Jabatan Fungsional Pengawasan

S Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, 1
Fungsional Perencana

= o o o

Adapun komposisi Pegawai Negerxri Sipil
di lingkungan Dinas XKoperasi, UXNVL
Provinsi Sumatera Barat menurut kondisi
terakhir (per Desember 2024) berdasarkan
Ikkualifikkasi pendidikan adalah sebagaimana
Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan KXKualifikasi

Pendidikan
N Tingkat ;';[ Y Total
o. Pendidikan e b oL
Laki- | Perem
laki puan

1. | Strata 3 b { b { =
2. | Strata 2 S 4 1S
3. | Strata 1 11 1S5 26
4. Sarjaan - 3 3

NMuda/ D3
S. | SL'TA S 4 9
6. SIL'TP - - -
7. SD - - -

Jumlah 25 30 S5
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Dari tabel di atas terlihat bahwa
kkualifikasi pendidikan Pegawai Negeri Sipil
di lingkungan Dinas Xoperasi, UXIVKL
Provinsi Sumatera Barat telah sesuai dengan
formasi persyaratan atau secara kuantitatif
telah sesuai dengan tuntutan pekerjaan pada
Dinas Xoperasi, UKNM Provinsi Sumatera
Barat yaitu dari jumlah Pegawai Negeri Sipil
sebanyak 55 (lJima puluh lima) orang, dengan
latar belakkang pendidikan Strata 3 senamyalk
2 (dua) orang, Strata 2 sebanyalk 15 dima
belas) orang dan Strata 1 sebanyak 26 (dua
Ppuluh enam) orang, Sarjana Muda sebanyak
3 tiga) orang, dan SLTA sebanyak 9
(sembilan) orang.

Ditinjau dari golongannya, komposisi
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas
XKoperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat,
vyang terbanyak adalah Golongan IIXI, dengan
rincian komposisi per golongan adalah

sebagai berikut :

-Golongan X = - Orang
-Golongan IX =7 Orang
-Grolongan ITI= 31 Orang
-Golongan IV = 17 Orang

Sedangkan kkomposisi pegawai
IkKhususnya Tenaga Fungsional berdasarkan
Jenjang kepangkatan, latarxr belakang
rendidikan, tingkatan dan keahlian yang
dimililkki Dinas Xoperasi, UX M Prowvinsi
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Sumatera Barat dapat dijelaskan sebagai
berikut :

Tabel 2.3
HHomposisi Tenaga Fungsional

Pendi Juml
dikan akh
Teralk
Ihix

N Jenjang Jenis
O. Jabatan XKeahlian

Fungsional
Pengaw -
asan
Xoperas
i

1. Pengawas S1 D {
XKoperasi
2 | Ahli MMTuda - S1
. Pengawas
XKoperasi
Ahli
Pertama
Fungsional
Analis
Kebijakan
3. Fungsion S
al Ahli S1
VIuda
Widyaiswara
4. Widyaiswara - S D {
Utama
S. | Widyaiswara - S3
Madya S
Fungsional
Perencana
6. Fungsion S1 b §
al Ahli
IVIuda

T

21.2.2. Sumber Daya Sarana dan
Prasarana
Untulk mendukung pencapaian tuagas
pokok dan fungsi, selain didukung oleh
Sumber Daya NManusia, dukungan sarana
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dan prasarana juga sangat penting.
Permasalahan pada sarana dan prasarana di
Dinas  Xoperasi, UX VM adalah berkaitan
dengan kondisi mobiler yang sudah tidalk
layak untulk dipakai, ruang rapat yang
terbatas serxrta kkurang representative
mengingat dengan adanya kebijakan
remerintah melarang pelaksanaan kegiatan
diluar Ikkantor. Hal ini tentu menjadi
Prerhatian dan perlu dilakukan pengadaan
serta pemeliharaan terhadap sarana dan

prasarana.

Secara TLIM UM kkondisi sarana dan
prasarana yang dimiliki dan digunakan
dalam mendukung pelaksanaan kinerxrja
Dinas Xoperasi, UKV dapat dilihat pada
Tabel 2.4k berikut ini:

Tabel 2.4.
Asset Tanah dan Bangunan

No Tanah/Banguan Lokasi Luaas
an (0., ¢ )
1. | Tanah Bangunan Jin. Linggaxr 194
Rumah Negara Jati No.Z21 A
Golongan IIX Parupulk
Tabing
Padang
2. | Tanah Bangunan Jin. Bunda IV 1819
Rumah Negara Padang
Golongan I1IX
3. | Tanah Bangunan JTJin. S. 1175
Mess/Wisma/Asramal FParman No.
238 Ulak
KKarang
Padang
4. | Tanah  bangunan Jin. S. 1500
HKantor Pemerintah Parman No.
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211 Padang
5. | Tanah bangunan JIn. Xhatib 2935
KKantor Pemerintah Sulaiman No.
11 Padang
Tabel 2.5.
Asset Kendaraan Dinas
No Jenis Merk Tahun | Jumlakh
XKenda| (UOnit)
raan
1. | Kendara Innowva 2019 b &
an Roda Yenturer
4
2. | Kendaraan Innowva 20195 b §
Roda 4 Reborn
( Hitam)
3. | Kendaraan Innowva 2018 b §
Roda 4 Reborn
 Putih)
4. | Kendaraan Innowva 2013 =
Roda 4
5. | Kendaraan Isuzu 2012 b §
Roda 4 Panther
6. | Kendaraan Hiace 2019 b §
Roda 4
7. | XKendaraan Isuzu Z2O0=2= b §
Roda 4
S. | Kendaraan SCOoOoOPpPyY ZO14 3
Roda ==
9. | Kendaraan Blade 2014 b §
Roda ==
Dalam mendukung kkelancaran
prelaksanaan pekerjaan, Dinas Xoperasi,

UXKIVL memiliki aset-aset yang tersedia dalam
Jumlah dan Ikualitas memadai seperti; asset
berupa tanah da bangunan, kendaraan dinas
operasional roda 4 berjumlah 7 buah, roda 2
sebanyak 4 serta didukung oleh anggsaran
untulk biaya pemeliharaan yang juga cukup
memadai.
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2.1.3. XKinerjaPelayanan Perangkat Daexrah

Kinerxrja pelayanan Dinas Koperasi, UKN
Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat dari
ppencapaian target kinerja sasaran strategis
bidang koperasi dan UNMKM selama periode
Rencana Strategis tahun 2016-2021.
Pencapaian ini menjadi landasan bbagi
renyempurnaan kebijakan yang sudah ada
dan penyusunan kebijakan lima tahun ke
depan dalam rangka mewujudkan koperasi
dan UMEKNM yang lebih mandiri dan berdaya

saing.
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Tabel 2.6.
T.C. 23 Pencapaian Pelayanan pada Dinas
XXoperasi, Usaha Xecildan Menengah
Provinsi Sumatera Barat Tahun

2021-202S
Mo | Indikator Kinerja Sesuai Tugas 2021 2022 2023 2024 2025
dan Fungsi Target | Realisasi| Capaian | Target|Realisasi|Capaian. | Target | Realisasi] Capaian | Target |Realisas| Capaian | Target |Realisasi] Capaian
() ) (%) (%) (%)
Renstra 2021 - 2026
1 |Pemsentasa peningkatan nilai 3,7E% | 3,78% 100 10% | 1905% | 190,50 | 4,45% | 18,28% | 410,78

assat koparasi

2 |Parsentase peningkatan volume 1,94% | 1,94% 100 6% 4 80% B167 | 2,18% | 140% 64,22
usaha koperasi

3 |Persenlase koperasi RAT 62,13%] 62.13% 100 62% | §B.23% | B3B2 |66.13%| 5239% | 7h22

4 |Jumiah UEM yang bermitra 5 5 100 40 51 1275 5 i 120

5 |Milai Evaluasi akuntabiitas kinega | BE{T0)|BE(70.01 100 |BB(T2)|BE(T1.46) 9925 |ABDO1]BE (T146] &8.31

6 |Tingkat kepuasan terhadap B2 B2 100 B4 91,4 108,81 BG a0 104 65
layanan organisas

Setelah Perubahan

1 |Persentase koperasi berkualitas . . . . . ) . . . 33.50%| 34, 26% 102,27] 40% . B
2 |Perseniase usaha kedl yang 10% | 12 46% 124,60 | 30%

maningkal amsel/asset usahanya - - - - B B - B - B -
3 | Milai Evaluasi akuniabilitas kinena = i 3 - v : z : i AJBD D1|B(60,14) TH16) BEB(TE) 3 -
4 |Tingkat kepuasan terhadap BE 83,49 106,24] 80

layanan organisasi

C_____________________________________________________________________________________________________________|
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Pada tabel 2.5 diatas dapat dilihat bahwa

indicator kinerja sesuai tugas dan fungsi

Dinas Koperasi, UKM ada S (dima) indicator

Vvaitu:

A Persentase reningkatan nilai asset
koperasi

(2) Persentase peningkatan wvolume usaha
koperasi

(3) Persentase koperasi RAT

(4 Jumlah UKM yang bermitra

(8) Nilai evaluasi alkxuntabilitas kinerxrja

(6) Tingkat kepuasan terhadap layanan
organisasi

Namun pada tahun 2024 berdasarkan hasil

evaluasi KKementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

RI terhadap SAXKIP Provinsi Sumatera

Barat, maka salah satu rekomendasi yang

diberikan oleh Tim Ewvaluasi adalah Dinas

Koperasi, UKNM Provinsi Sumatera Barat

diminta untulk melakukan revisi atas

indicator kinerja utama Xepala  Dinas,

sehingga terjadi perubahan indicator kinerxrja

vaitua :

(D Persentase koperasi berkualitas

(2) Persentase usaha kecil yang meningkat
asset/omset usahanya

(3) Nilai evaluasi alxuntabilitas kinerxrja

(4) Tingkat kepuasan terhadap layanan
organisasi

Apabila kita lihat dari capaian indikator
|
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kinerja yang tertera pada tabel 2.5 diatas

dapat kkami informasilkan bahwa Ppada

umummnya indikator kinerja utama Dinas

Koperasi, UKNM Provinsi Sumatera Barat

Prada umumnya tercapai sesuai dengan target

vang ditetapkan bahkan tingkat capaiannya

melebihi dari target. Namun pada tahun 2023

ada 2 dua) indicator yang realisasinya

masih jauh dibawah target dibawah target
vaitu 1) persentase peningkatan wvolume
usaha koperasi; 2) persentase koperasi RA'T.

Rendahnya capaian indicator kinerja ini

disebabkan dampak dari cowvid 19 yang

mempengaruhi wolume usaha koperasi.

Selain itu adanya aturan dari pemerintah

vaitu WFH sehingga banyalk koperasi yang

tidak melaksanaan RA'T.

Pada tahun 2024 indikator kinerja yang
cukup rendahnya capaiannya adalalh mnilai
evaluasi akuntabilitas kinerxrja. Belum
tercapainya realisasi dari target indicator
kinerja mnilai evaluasi akuntabilitas kinerxrja
disebabkan :

a) Pemantauan XKinerja Internal belum
dilaksanakan dengan pendalaman yang
memadai, dimana pemantauan kinerxrja
internal hanya dilakulkan berupa

laporan realisasi remncana aksi secara

berjenjang sampai lewvel indiwvidua,
sedangkan remantauan terhadap
hambatan, kendala dan pembahasan

]
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rencana penyesuaian aktivitas belum
dilaksanakan secara rutin setiap bulan.

b) Pengumpulan dan pengukuran capaian
kinerxrja belum mengoptimallkan
remanfaatan teknologi

c) ELaporan kimnerja belum dimanfaatlkan
dalam enyesuaian strategi/kkebijakan
dalam mencapai kinerxrja berikutnya.

]
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Tabel 2.77.
T.C. 24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan pada
Dinas Koperasi, usaaha Xecildan Menengakh
Prowvinsi Sumatera Barat Tahun 2021-20285
(dalam juta)

Uraian 2021 2022 2023 2024 2025

Anggaran | Realisasi | Capaian | Anggaran |Realisasi | Capaian |Anggaran| Realisasi | Capaian |Anggaran|Realisasi| Capaian |Anggaran | Realisasi| Capaian
Rp) | (Rp) (%) (Rp) Rp) | (o) | (Rp) | (Rp) (o) | R | Rp) | (%) Rp) | (Rp) | (%)

A |Pendapatan 100 282 282,00 300 300 | 100,00 R 289 8484 332 24 67,56 40
B |Belanja 51,230 | 48,065 93,82 57158 | 52148 | 9123 | 75463 | 61224 8113 | 52768 | 49,041 92,94 | 24148
| |Belanja Daerah 25,615 | 24,033 93,82 285719 | 26074 9123 37,732 30612 8113 | 26,384 | 24,521 9294 24,148

II' |Belanja Operasional 25,339 | 237% 93,77 4017 24659 | 9107 | 37467 | 30,388 81,11 26,058 | 24,206 92,89 24,139

a |Belanja Pegawai 6,598 6,051 99,28 7120 718 9859 | 83% 8326 | 9917| 8984 8373 9320 8,649

b |Belanja Barang dan 18741 17,209 91,82 18,057 | 17540 | 9452 | 22464 | 21,956 | 97,74 | 14993 | 13,765 9181 14,339

lasa

¢ (Belanja Subsidi . - . 1,300 - - 6,500 . . 1,500 | 1,500 [ 100,00 U7

d |Bilanja Hibah . - . . - - 108 107 9879 580 580 97,76 | 1,125

[II | Belanja Modal 216 213 98,95 1502 | 1415 9422 265 24 8457 321 314 96,28 9,5
Jumlah Belanja A +B 51,330 | 48,347 94,19 67458 | 52448 | 91,28 | 75804 | 61513 8115| 53,100 | 49,226 92,78 | 24,188

_________________________________________________________________________________________________________ |
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Berdasarkan tabel 2.6 (T-C.Z2Z4) pengelolaan
Angzsaran dan Realisasi Pendanaan
relayanan pada Dinas Xoperasi, U XNV

Provinsi Sumatera Barat periode tahun

Z2ZO0O21-2025 menunjukan bahwa :

1. Rasio rata-rata realisasi anggaran belanja
sudah sangat bailkk dengan rasio diatas 90%.
Namun Ppada tahun 2023 realisasi
anggaran hanya S81,15% yang disebabkan
tidalk terealisasinya belanja subsidi
sebesar Rp. 6,5 milyar.

2. Untuk realisasi pendapatan pada tahun
2024 realisasinya jauh dibawah target
vaitu hanya sebesar 67,56. Rendahnya
realisasi pendapatan pada tahun 2024 ini
disebabkan karena UPTD Balatkop tidalk
bisa disewalkan sebab dalam tahap

renowvasi.

2.1.4¢. Xelompolk Sasaran Pelayanan
Perangkat Daerah

Dinas XKoperasi, Usaha Xecil dan
MMenengah Provinsi Sumatera Barat memiliki
Layanan Kelembagaan dan Pengawasan
meliputi Pendirian koperasi, renyuluhan
prerkoperasian, renyelesaian permasalahan
koperasi, perijinan koperasi, permohonan
sertifikat NIXK dan penerbitan NIEB XKoperasi,
Layanan Produksi dan Restrukturisasi Usaha
meliputi fasilitasi sertifikasi halal, fasilitasi

rendaftaran merek, fasilitasi desain kemasan,

fasilitasi serxrtifikasi HACCP/SNI, , fasilitasi
|
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akses rembiayaan K-UMXKIVI, subsidi
bunga/margin, serta Layanan Unit Pelaksana
Teknis meliputi pendidikan dan pelatihan
SDNVI KUMEKNM, media pembelajaran K UMEKIN
secara online, inkubasi bisnis, layanan mobil
klinilkxk KUMEKNM. Kelompok sasaran layanan
Dinas Koperasi, Usaha Xecil dan Menengah
Provinsi Sumatera Barat diprioritaskan pada
koperasi vang beranggotalkan lintas
kabupaten/lkxota dalam D | (satw) daexrakh
Prowvinsi Sumatera Barat serta UMEKINVM di
wilayah Provinsi Sumatera Barat.

2.1.85. NMitra Perangkat Daerah dalam
Pemberian Pelayanan
Dalam rangka meningkatlkan pemberian
layanan untulk mencapai target dalam
remerian layanan, Dinas Xoperasi, UXNM
Prowvinsi Sumatera Barat bermitra dengan
berbagai pihak, antara lain :
1) Perguruan Tinggi
Kemitraan dengan rerguruan tinggi
bertujuan wuntuk meningkatkan kkualitas
prelayanan publik melalui kolaborasi antara
remerintah daerah dan perguruan tinggi
vang memiliki sumber daya intelektual dan
keahlian yang berbeda. Bentuk kemitraan
antara Dinas Xoperasi, UKNM Provinsi
Sumatera Barat dengan perguruan tinggi
dalam pemberian pelayanan public dapat

berupa kerjasama seperti peningkatan SIDIVL
|
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konsultan PLOUT dalam memberikan
rendampingan, rembinaan dan
rendampingan kepada UMLK IVL oinaan
seperti pemasaran produlk, desain kemasan,
rembulkuan sederhana syrta reseach pasar,
dosen dan mahasiswa melakukan
rengabdian masyarakat
Perguruan tinggi di Prowvinsi Sumatera
Barat yang telah melakukan kerja sama
dengan Dinas Koperasi, UKV antara lain:
a) Universitas Andalas
b)) Universitas Negeri Padang
c) Universitas Islam Negeri
d) Universitas Putra Indonesia
e) Universitas Bung Hatta
) STAIYASTIS

2) Organisasi Sosial Kemasyarakatan
Salah satu rermasalahan dalam
remberdayaan U NMEKN adalah masih
rendahnya daya saing UNMEKNM. Salah satua
solusi yang efektif dalam meningkatkan
daya saing U NMEKNVL adalah melalui
kkemitraan dengan organisasi social
kkemasyarakatan, antara lain: Dekopinwil,

Gebu Minang, Forum UNMKIVI.

2.1.6. Dukungan BUMD dalam FPencapaian
Kinerja Perangkat Daerah
Pemberdayaan Koperasi dan UMKV di
Provinsi Sumatera Barat tidak dapat

dilaksanakan tanpa ada dukungan dari Badan
|
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Usaha IVKilikx Daerah (BUMD). Bentulk
dukungan yang diberikan BUMD dalam
remberdayaan KUKN antara lain
rendampingan, pelatihan, hingga pemberian
akses pasar dan modal. BUNMD Provinsi
Sumatera Barat yang terlibat dalam pemberian
dukungan terhadap pemberdayaan XKUKN
adalah : PT. Bank Nagari, PT. Grafika Jaya
Sumbar, PT. Pembangunan Sumatera Barat.

Dukungan BUMD terhadap KUMEKNV
sangat enting untulk meningkatkan
rertumbuhan elkxonomi daexrah dan
menciptakan lapangan kexrja. Dengan adanya
dukungan ini, diharapkan KUMEKNM dapat
lebih berkembang dan menjadi tulang
punggsung perekonomian daerah.

2.2 Permasalahan damn Isa Strategis
Perangkat Daexrah

2.2.1. Permasalahan FPelayanan FPerangkat
Daexrah

Jumlah XKoperasi dan UMKV yang besar
dari segi kuantitas masilh belum didukung
oleh perkembangan yang memadai dari segi
Ikkualitasnya sehingga kinerja XUNMEKN masih
perlu Preninglkatan. KKurangnya kinerxrja
KUMEKINMV tersebut disebabkan terutama oleh
keterbatasan kkemampuan KUMEKNM dalam
bidang manajemen, penguasaan teknologi,
dan pemasaran, serta rendahnya kompetensi

kewirausahaan UNMKWVI. Tinglkat kinexrja yang
[ e e e e e——— e e— e ——— e e
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demikian juga berkaitan dengan lemahnya
kkemampuan dan posisi tawar untulk
mengelola dan mengakses ke berbagai sumber
daya produktif yang meliputi sumber-sumber
rermodalan, informasi, teknologi, pasar dan

faktor produksi.

Pemanfaatan intermet yang belum merata
dan rendahnya kemampuan anggota koperasi
dalam mengsunakan teknologi informasi
menjadi kendala yang signifilkkan di exra digital
ini. Xeterbatasan ini menghambat adopsi
sistem informasi modern dalam pengelolaan
koperasi dan pemasaran produk usaha kecil.
L.ebih lanjut, kualitas Sumber Daya Manusia
(SDIVD) rengelola koperasi vang masih
terbatas, terutama dari segi pengetahuan dan
keterampilan manajerial, tuarut menjadi
renghambat dalam pengembangan koperasi
vang profesional dan berdaya saing.

Pengembangan koperasi dan usaha kecil di
Sumatera Barat juga terkendala oleh
keterbatasan sarana dan prasarana yang
memadai untulk menjalankan usaha.
Kekurangan ini dapat menghambat efisiensi
produksi dan kualitas produlk yang dihasillkkan.
Di sisi lain, inovasi produlk yang dihasillkan
oleh koperasi dan usaha kecil masih terbatas,
sehingga  produlk- produlk tersebut belum
mampu bersaing secara efektif di pasar yang
semakin kompetitif. Akses koperasi dan usaha

kecil terhadap pasar dan permodalan juga
[ S S e meeemmes s e Seeeme - e e emesm— S e
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menjadi permasalahan krusial. Terbatasnya
Jaringan pemasaran dan kesulitan dalam
mendapatkan sumber rembiayaan vang
terjangkau menghambat pertumbuhan dan
ekspansi usaha.

Sebaran usaha kecil yang cukup luas di
seluruh wilayah Sumatera Barat menjadi
tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam
menjangkau dan memantau keseluruhan unit
usaha secara efektif. Xeterbatasan sumber
daya dan infrastruktur rendukung
menyulitkan pelaksanaan pembinaan dan
rendampingan yang merata. Selain itu, belum
adanya sanksi yang tegas bagi koperasi yang
tidak mengurus izin usaha menunjukkan
lemahnya penegakan hukum dan pengawasan
terhadap legalitas operasional koperasi. Hal ini
berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam

persaingan usaha dan menghambat wuupaya

remerintah dalam menata dan
memberdayakan sektor koperasi secara
kkeseluruhan.

Permasalahan 1ain vang menghambat
kkemajuan koperasi di Sumatera Barat adalah
Ikxurangnya remahaman SD VL koperasi
mengenai kelengkapan kelembagaan yang
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Hal ini dapat berimplikasi pada tata kelola
kkoperasi yang kurang baik dan rentan
terhadap permasalahan hukum. Lebih lanjut,
Ikxurangnya minat pengurus koperasi untulk

]
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mengikuti prelatihan dan meningkatkan
kapasitas dirxri menghambat transfer
rengetahuan dan adopsi praktik-praktilk
terbailk dalam pengelolaan koperasi. FPada
akhirmya, rendahnya nilai tambah dan daya
saing produlk-produlk usaha kecil, diperparah
dengan terbatasnya fasilitas sertifikasi halal
dan merek secara gratis, menjadi kendala
utama dalam menembus pasar yang lebih Iuas
dan meningkatkan kesejahteraan anggota
koperasi sexrta pelaku usaha kecil.

Identifikasi permasalahan berdasarkan
tugas dan fungsi Dinas Xoperasi, UXM
Provinsi Sumatera Barat seperti tabel di

Toawalh ini :

Tabel 2.8

T-B.35 Pemetaan Permasalahan
uuntuk Penentuan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah

Masalah Rincian Akar Masalah
Masalah
Pengelolaan Koperasi dikelola Terbatasnya
koperasi tanpa standax kapasitas pengurus
secara manajerial yang dalam mengelola
radisional memadai koperasi yang

menyebablkan

kkxoperasi sulit
ersaing degan
adan usaha

lainnya

Rendahnya inovasi
Ikxoperasi dalam
mengembanglkan
Pprodulk atawu
layanan yang
relevan dengan
Ikxebutuhan pasax
saat ini
|
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Masalalh

Rincian
Masalalh

Akar Masalah

Rendahnya
artisipasi
angota
Ixoperasi

IVEinimnya
Ixeterlibatan anggota
alam proses
engambilan
kkeputusan koperasi

KKurangnya
tanggung jawal
anggota terhadap
kkoperasi yang
berdampalk kepada
menurunnya
tinglhkat komitmen
terhadap koperasi

Koperasi rentan
terhadap konflilk
internal dan
kkeputusan yang
tidalx
merepresentasikan
kkxebutuhan anggota
secara menyeluruh

Regenerasi
kkepemimpi
an

Koperasi
menghadapi
kkesulitan dalam
menarilk generasi
muda untulk terlibat
sebagai pengurus
atau pengelola

HKurangnya minat
dan pemahaman
generasi muda
terhadap potensi
kkxoperasi sebagai
model ekxonomi
alternatif

Banyak koperasi
dikelola oleh
Ppengurus yang
sama selama
bertahun-tahun
tanpa adanya
inowvasi dan
enyegaran visi

IVLinimnya

akses

':erhadap
eknologi

Rendahnya literasi
igital pengurus dan
anggota

Sebagian besar
Ppengurus dan
angsgsota koperasi
elum memiliki
kketerampilan
digital dasaxr yang
memadai

HKeterbatasan sistem
informasi dan data

Banyak koperasi
elum memiliki
sistem informasi
vang memadai
untulk mendukung
Imanajemen
berbasis data

Pelaporan
Ikxeuangan,
Ikeanggotaan, dan
aktivitas usaha
masih dilakulkan
Eecara manual,

sehingga berisiko
erhadap kesalahan

]
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Masalalh

Rincian
Masalalh

Akar Masalah

data dan rendahnya
transparansi.

KHKurangnya adaptasi
E,erhadap digitalisasi
isnis

IVLinimnya
pemahaman alkan
manfaat
digitalisasi,
menyebablkan
kkxeterlambatan
dalam
mengintegrasilkan
telknologi ke dalam
proses bisnis
seperti pemasaran
digital, sistem
pembayaran daring,
dan e-commerce
vang berdampalk
kkxepada rendahnya
daya saing koperasi

Keterbatasa
mn investasi,
erdaganga
, dan daya
saing
industri
daexrakh

Keterbatasan pangsa
asar ekonomi
syariah

Belum semua
masyaralkat
terpapar dan
memahami
Ikeunggulan
ekonomi syariah

HKelembagaan
ekonomi syariah

elum terbentulk
dan berjalan secara
optimal

Kapasitas SIDIVIL
pengelola ekxonomi
syariah

HKolaborasi dan
Ikxemitraan strategis
mmultipihalk belum
optimal

Ketergantungan
Ppada produlk darxri
Tuar sehingza
menghambat daya
saing produlk lokal

Merbatasnya akses
Ixe pasar yang lebih
Tluas sehingga
pelaku usaha lokal
kkesulitan
memasarkan
produknya secara
lebih kompetitif.

HKurangnya
Thilirisasi dan
pengolahan hasil
pertanian menjadi
rodulk antara
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Masalalh

Rincian
Masalalh

Akar Masalah

maupun produlk
alkhir

Rendahnyadaya
saing dan inovasi
Iproduk U XNVL

IVLinimnya peran
dan fungsi
inlkubator bisnis

Keterbatasan
Ikxolaborasi sexrta
inmowvasi dalam
menciptakan
produk kreatif

Pexran
ekxkonomi
Ixreatif
dalam
mendukung
Prertumbuha
n usaha
Ixecil belum
optimal

VMlasih banyak
Prelaku usaha kecil
mengalami
kkesulitan
mendapatkan akses
Ppembiayaan

Keterbatasan
modal sexrta akses
terhadap sumber
endanaan

Masih kurangnya
Ppembinaan bagi
usaha kecil agarx
memenuhi kriteria
sebagai usaha yang
layalk didanai oleh
Pperbankan dan
lembaga keuangan
(bankable)

Kurangnya
Premahaman terkait
Kredit Usaha
Rakyat (KUR)dan
skema penjaminan
Ixredit

Kurangnya
Digitalisasi dan
rendahnya inowvasi

Keterbatasan akses
terhadap
pengetahuan dan
teknologi

Peran forum usaha
Ikxecil serta sinexrgi
dengan asosiasi
usaha kkecil belum
dimanfaatkan
secara maksimal

Keterbatasan
Pprodulk lokal untulk
menembus pasarxr
mnmasional dan
internasional

HKurangnya
Ppromosidan
distribusi yang
efektif, seperti
penyelenggaraan
even dan pekan
budaya sexrta
olahraga wisata

Keterbatasan
sumber daya
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Masalalh Rincian Akar Masalah
Masalalh

manusia (SIDIVI)
dan keterampilan
dalam mengelola
oisnis secara
rofesional

Banyak pelaku
usaha yang belum
memiliki strategi
Ppemasaran yang
optimal

Produk usaha kecil J emahnya kerja
’helum memenuhi sama antara

s

tandar nasional stalkxeholder texrkait
atau internasional dalam mendukung
proses standarisasi
produk usaha kecil

IVLinimnya
Ppendampingan dan
akses informasi
oleh pemangku
kkepentingan terkait

2.2.1. Isu Strategis
Beberapa isu strategis terkait urusan

kkoperasi dan UNMEKM yang sedang berkembang

saat ini adalah :

a. Xoperasi Desa Merah Putih
Pemerintah berencana akan membentulk
kkoperasi desa merah putih di masing-masing
desa di Indonesia. XKoperasi desa merah putih
akan mengelola dana secara efektif dengan
kkepemilikan kkoperasi di desa untulk
mendapatlkan modal usaha. FPerbankan harus
melakukan pengalihan fokus dan strategi dalam
model pembiayaan kepada koperasi desa.
Seandainya koperasi tidak mampu melakukan
rengelolaan rendanaan dengan bailk,
masyarakat alkkan kembali ke perbankan untulk

melakukan Prinjaman usaha. Perbankan
|
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diharapkan cepat beradaptasi terhadap
digitalisasi pelayanan, meningkatlkan pinjaman
berbasis teknologi dan memperkuat
rengawasan terhadap koperasi penerima kredit.
Perubahan ini akan menggeser dominasi
prerbankan nasional maupun perbankan daerah
dalam pembiayaan mikro dalam masyarakat
dan menciptakan ekonomi vang berbasis

koperasi. Apabila perbankan tidak segera

melakukan adjustW\eV\t secara cepat maka koperasi

desa akan menjadi pemain utama dalam
pperekxkonomian mikro masyaralkat yang dapat
mengubah peta industri perbankan nasional dan
daerah di Indonesia
b. U MEM sebagai lapangan usaha unggulan

U MVMEKIVIL merupakan salah satu sektor kunci
dalam mendorong rertumbuhan ekonomi
daerah, memperluas kesempatan kerja. Namun,
UMEKNM belum sepenuhnya tergarap secara
optimal. Masih terdapat sejumlah hambatan
mendasar yang membuat UNMEKM kkurang
mampu berkembang pesat, khususnya dalam
menghadapi dinamika pasar yang semakin
terbuka dan kompetitif.

Salah satu tantangan utama UNMEKN adalah
tinglkat digitalisasi usaha masih rendakh.
Sebagian besar prelaku usaha kecil dan
menengakh masih mengandalkan metode
kkonvensional, bailkk dalam proses produksi
maupun pemasaran. Kondisi ini membuat
mereka kesulitan untulkk masulk ke pasar digital
vang saat ini menjadi arena utama perdagangan

global. Padahal, kKonsumen kini semakin

]
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bergeser ke platform digital untuk membeli
produlk, sehingga tanpa transformasi digital,
UMEKM di Sumatera Barat akan semakin
texrtinggal.
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BAEBIIX
TUJUAN, SASARAN, STRATEGIDAN
ARAH KERBIJAKAN PERANGEKAT
DAERAK

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daexrakh

Dinas Koperasi UKNM Provinsi Sumatera
Barxrat merupakan salah satua pelaku
rembangunan vang diharapkan mamjpu
berkontribusi nyata dalam pencapaian misi
Kepala Daerah dan Wakil Xepala Daerah
Sumatera Barat. Visi Rencana Jangka
MMenengah Daerah Prowvinsi Sumatera Barat
Z2OZ2S — 2030 merupakan visi kepala daexrah
texrpilih yang merupakan kondisi objekif yang
akan diwujudkan pada & ddAAma) tahun
mendatang.

WVIST Gubernur Sumatera Barat yaitua :
SUMATERABARATNVNMADANIYANGNMAJUO
DANEBERKEADII.AN

Sedangkan Misi Gubernur Sumatera Barat

wvaitua :

1. Pendidikan Merxrata, HKesehatan
Berkualitas.

2. Laambung ppangan Nasional dan

Ekonomi Berkelanjutan.

3. Nagari/Desa sebagai basis kemajuan.

4. Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan
Bisnis Sumatera Bagian Barat

S. Membangun infrastruktur Berkeadilan
dan Siap Tanggap Bencana.
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6. Membangun Xehidupan EBeradat dan
Berbudaya Berbasiskan Agama,
Xearifan L.okal Melalui Dukungan
Keluarga yang Berkualitas.

7. Tingkatkan Daya saing Pariwisata dan
Akselerasi Ekonomi Xreatif untuk
UIMMKIVI.

S. Tata XKelola Pemerintahan Bersih dan
Pelayanan Publik yang Efektif.

Adapun peran Dinas XKoperasi UXKNM
terhadap pencapaian WVisi, Misi Gubernur
sangat erat. Sesuai dengan Misi Gubernur,
Dinas Koperasi UKNM ikut berperan terhadap
rencapaian dan misi ke 3 yaitu nagari/desa
scbagai basis kemajuan, misi ke — 4 yaitu
Sumatera Barat FPusat perdagangan dan
bisnis Sumatera Bagian Tengah, sexrta misi ke
-7 itu Tingkatkan Daya saing pariwisata dan
akselerasi ekonomi kreatif untuk UMIKIVI.

Berdasarkan Visi-Misi, Tujuan, Sasaran
vang ditetapkan oleh Gubernur Sumatera
Barat serta Isu-Isu Strategis, maka Tugas
Pokok dan Fungsi Dinas Xoperasi UKWV
Provinsi Sumatera Barat dalam
meyelenggsarakan pemerintahan lebih terarah
dan terfokus kepada hasil yang alkxan dicapai
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Dinas Xoperasi UXKNM Provinsi Sumatera
Barat memiliki tujuan yaitu sebagai berikut:
*Meningkatnya kontribusi koperasi dan
U MEKNVL dalam mendorong rertumbuhan
ekonomi”
Adapun sasaran yang perlu dicapai demi
tercapainya tujuan tersebut antara lain :
*Meningkatnya produktivitas koperasi dan
UXKNL”
Strategi dan arah kebijakan Dinas Koperasi
dan UXM Provinsi Sumatera Barat dalam
mencapai tujuan dan sasaran Tahun Z0Z25-
2029 digunakan analisis SYWO'TT
a. Strengths ((XKKekuatan — faktor internal
positif)

A Adanya struktur organisasi yang jelas
dan SDNVI yang memiliki kompetensi di
bidang koperasi dan UKN

(2) Dukungan regulasi dan peraturan
daerah terkait pemberdayaan koperasi
dan UKIVK

(3) Jaringan kemitraan yang luas dengan
stakeholder terkait (perbankan,
erguruan tinggi, BUNMN/BUMD,
swasta, organisasi kemasyarakatan)

(4) Tersedianya sistem informasi untulk
pelayanan administrasi koperasi dan
U XKIVL

(8) Tersedianya FPusat Layanan Usaha
Terpadu (PLUT UKNM)

(6) Tersedianya Balai Latihan Xoperasi
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(Balatkop)
b. Weaknesses (Kelemahan — faktor internal
negatif)
A Masih terbatasnya anggsaran dan
hkuantitas sumber daya manusia
() EKurangnya budaya inovasi dan
kolaborasi di lingkungan organisasi
(3) Proses birokrasi pelayanan publilk
vang belum sepenuhnya digital dan cepat
c. Opportunities ( Peluang — faktor eksternal
positif)
A Dukungan dan prioritas pemerintah
pusat pada pengembangan koperasi dan
U MEKM nasional
(Z2Z) Potensi ekonomi lokal Sumatera Barat
(hasil pertanian, pariwisata, kerajinan,
kKuliner)
(3) Perkembangan teknologi digital dan
preluang digitalisasi usaha
(4) Peningkatan minat generasi muda
ppada kewirausahaan dan startup
d. Threats Ancaman - faktor eksternal
negatif)
D Persaingan produk koperasi dan UKNM
dengan produlk industri besar dan impor
(2)) Pemanfaatan teknologi informasi
vang belum optimal di kalangan pelaku
kkoperasi dan UKV
(3) XKetidakpastian ekonomi global dan
nasional
(44 Perubahan perilaku kKonsumsi
masyarakat (delbilh memilih produlk
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instan/online)

(8) Tantangan perubahan iklim, bencana
alam, dan inflasi

(6) Xeterbatasan akses pembiayaan

(7)) Xeterbatasan akses pasarxr

Dengan mempertimbangkan hasil

identifikasi rermasalahan dan akarxr
renyebabnya dalam pelaksanaan urusan
koperasi dan UXKNM, serta analisis terhadap
faktor internal ((kekuatan dan kelemahan)
dan eksternal (peluang dan ancaman), maka
strategi yang dirumuskan untulk mencapai
tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

a. Kesulitan pelaku koperasi dan UMEKN
memperoleh pembiayaan, prosedur rumit,
dan keterbatasan pembinaan agar bankalble
dilakukan dengan strategi :

1. Menjalin kemitraan strategis dengan
pperbankan, lembaga keuangan mikro,
fintech, dan L PDE untuk kemudahan
akses permodalan

2. Mendorong digitalisasi proses pengajuan
rembiayaan dan pencairan kredit bagi
UMNMKNM, mempercepat layanan, serta
edukasi keuangan

3. Melaksanakan rendampingan dan
pelatihan intensif agar pelaku koperasi
dan U MNMKNVL memenuhi Kriteria
kelayakan pinjaman Cbankable”) dan
mampu memanfaatkikan program KUR
serta penjaminan kredit

. Rendahnya adopsi teknologi dan inowvasi,

RENSTRA 2025 -

2029 =



kurangnya forum serta sinergi asosiasi

dilakukan dengan strategi:

1. IMendorong Literasi digital melalui
prelatihan, inkubasi bisnis berbasis
digital, serxrta renyediaan prlatform
marketplace daexrah

2. Penguatan Ekosistem Inowvasi:
Memfasilitasi forum UMEKM,
membangun jejaring dan kolaborasi
antarxr pelaku UMNMXKIVIL, asosiasi,
universitas, sexrta pelaku ekonomi
kreatif untulk berbagi pengetahuan dan
inovasi

3. Imsentif Adopsi Teknologi: Memberikan
apresiasi atau insentif bagi koperasi
U IVIKIVL vyang aktif berinovasi,
mengadopsi teknologi, dan
meningkatkan produktivitas usahanya

c. XKeterbatasan pasar, sulit masulk
nasional/internasional karena promosi
dan distribusi lemah dilakukan dengan
strategi:

1. Mengintensiflkxan pameran, expo, dan
promosi digital (media sosial, e-catalog,
platform e-commerce) produlk UNMEKIN

2. MNMembangun jJjejaring distribusi/bisnis
dengan retail modern, BUNMN,
remerintah daerah lain, bahkan ekspor,
melalui program business matching

3. FPelatihan manajemen remasaran,
Tbranding, pengemasan, dan pemasaran
berbasis digital bagi pelaku UNMKNVI
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d. Banyak produlk UMKM belum memenuhi
standarx nasional/intermasional (PIR'T,
halal, dan lain-lain), lemahnya sinergi
stakeholder dilakukan dengan strategi :

1. Mendampingi U IVIKINVL untulk
memperoleh izin edar (PIRT, SPP-IRT),
1abel halal, standar mutu, dan merk
dagang

2. NMembangun sinergi dengan
instansi/lembaga terkait (BPONM, VIUI,
Dinas XKesehatan, Dinas
Perindustrian/Perdagangan,
KKementerian teknis) dalam
mempermudah proses standarisasi

3. Mengadakan sosialisasi, klinilkk mutu,
dan pendampingan berkelanjutan dalam
ppenerapan standar produksi,
rengemasan, dan pemasara.

Arah kebijakan Dinas KXKoperasi dan UXKMV

Provinsi Sumatera Barat dalam mencapai

tujuan dan sasaran tahun Z2025-2029 adalah

sebagai berikut:

1. Meningkatkan kontribusi koperasi dan

UMEKM dalam perekonomian daexrah

2. NMendorong preninglkatan rasio

kewirausahaan

3. Meningkatkan produktivitas koperasi

4. Meningkatkan produktivitas UNMKINVI non-

pertanian

S. NMemperbaiki akuntabilitas kinerxrja

organisasi

6. NMeningkatkan Ikxualitas kkelembagaan
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koperasi

7. Meningkatkan kapasitas usaha dan
keuangan koperasi

S. Memperkuat struktur organisasi dan

Ixualitas SDIVIL.
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Tabel 3. 1. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Jangka
Menengah Pelayanan Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumbarxr

Table 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Koperasi UKN

Sumbax
Hon TARGET TAHUN
N INDIKATOR disi
o TUJUAN SASARAN EINERJIA 202 | 20 >0 >0 0 0O
S5 26 7 2SS 29 30
D | =2 3 a4 S S 7 S 9 10
D § Meningkatny Rasio Yolume 1,24 | 1,2 1,3 1,3 1,4 1,7
a kontribusi Usaha Koperasi S 3 4 D § 95
kkoperasi dan Terhadap PDREB
UMKV dalam Rasio 39 4.0 4,1 | 4.3 4.4 | 5,0
mendorong Kewirausahaan O 3 7 O 3 4
rertumbuhan
ekonomi Meningkatnya Persentase 25,1 | 25, | 26, | 27, | 28, | 29
produktivitas kkoperasi S 95 1O 25 [ 5%
koperasi berkualitas
Meningkatnya Proporsi usaha 2.6 =2,"7 =2,"7 =,"7 2,7 | 3.3
produktivitas kkecil dan O O3S =2 4 S 4
U XKIVL menengah non
rertanian pada
lewel proponsi
Meningkatnya Nilai Evaluasi BB BB A A A A
kinerja Kinerxrja =3¢ > > 2 | 2,5 >
organisasi >
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Table 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Koperasi UKN

Sumbax
Xon
‘AHFUN
el TUJUAN SASARAN INDIKATOR disi rERGETT
O EKINERJA 202 | 20 20 20 20 20
5 26 7 2SS 29 30
D § =2 3 a4 S S 7 S 9 10
Nilai Evaluasi Tingkat kepuasan 90 o= o993 o4 95 96
Alkuntabilitas terhadap
Kinerja pelayanan
organisasi
Meningkatnya Persentase 853, S4, | 55, | 555, | 56, | 57,
Lkualitas kkoperasi RA'T SG6 S =22 S a4 o=
kkelembagaan
kkoperasi
Meningkatnya Persentase  § 1,5 1,7 =2 2,2 | 2,5
kapasitas usaha | Peningkatan 3 =
dan keuangan wolume usaha
kkoperasi koperasi
Persentase 1,58 | 1.6 1.8 1,9 = 2,1
reningkatan 9 S 9
asset koperasi
Meningkatnya Persentase S6 S’7 SsS S99 90 91
Kesehatan dan koperasi sehat
kepatuhan dan cukup sehat
koperasi Persentase 67 69 £ ' 3 S 7 404
kkoperasi yang
menindaklanjuti
rekomendai
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Table 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Koperasi UKN

Sumbax
Xon
TARGET TAHUN
N TOJUAN ASARAN INDIKATOR disi
O s EKINERJA 202 | 20 20 20 20 20
5 26 7 2SS 29 30
D § =2 3 a4 S S 7 S 9 10
ppengawasan
Meningkatnya Jumlah 150 (1’75 | 21 =24 25 26
kapasitas wirausaha O O O O
wirausaha menjalin
kkemitraan atau
ekspor
Meningkatnya Jumlah koperasi 2.4 2.4 | Z2Z.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5
kkoperasi aktif aktif 33 asS 6S SS oS 2SS
Jumlah koperasi 1.56 | 1.5 | 1.6 | 1.6 1.7 1.7
memililki =2 SS [0 10 S0 00O S0
sertifikat NIXK
Meningkatnya Jumlah koperasi 920 | o= 93 95 98 | 1.0
memiliki izin legalitas usaha
usaha simpan
Prinjam koperasi
Meningkatnya Jumlah Koperasi 210 43 S1 58 65 7O
jumlah vang mempunyai O O O O O
koperasi yang SOM, SOFP, ART,
Persus
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Table 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Koperasi UKN

Sumbarxr
Kon TARGET TAHUN
N INDIKATOR disi
O TOJUAN SASARAN KINERJA 202 | 20 | 20 20 20 | 20
5 26 >"7 2S 29 30
p § =2 3 = 3 S S e ¢ S 9 10
mempunyai
kkebijakan
untulk
menunjang
kkegiatan
kkoperasi
Meningkatnya Jumlah pembina, 673 90 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.6
kualitas SIDIVK Pengurus, dan o 50 OO 50 | OO
pembina, ;engelolfam
operasi yan,
Pengurus, dan korll;peteny 2
Pengelola
Koperasi
Meningkatnya Jumlah data =2 =2 = = = =
Kualitas Data koperasi yang
Koperasi alkurat
Meningkatnya Persentase S S S S S S
XKoperasi yang koperasi yang
bermitra bermitra
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Table 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Koperasi UKN

Sumbax
Xon
ANNUN
el TUJUAN SASARAN INDIEKATOR disi rTERGETT
O KINERJA 202 | 20 | 20 20 20 | 20
5 26 7 2SS 29 30

p § =2 3 a4 S S e ¢ S 9 10

Meningkatnya Persentase vol 25 26 =7 2SS 29 30

wol usaha kop usaha koperasi

sector riil sektor riil

terhadap vol
usaha kop

Meningkatnya Persentase S 9 10 11 1= 13

koperasi yang koperasi yang

telah telah

menerapkan menerapkan pola

. syariah

pola syariah

Meningkatnya Persentase D D D  § P § D

Sisa Hasil Ppeningkatan

Usaha Koperasi | SHU kop

Meningkatnya Jumlah koperasi aS a7 49 S1 S3 S5

Pemeriksaan vang diperiksa

Kesehatan XKesehatannya

XKoperasi
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Table 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Koperasi UKN

Sumbax
Hon TARGET TAHUN
N INDIKATOR disi
o TUOJUAN SASARAN KINERJIA 202 | 20 | 20 =0 0 | 20
5 26 7 2SS 29 30
p § =2 3 a4 S S e ¢ S 9 10
Meningkatnya Jumlah SIDIVK - S0 S0 40 20 30
kapasitas SIDIVL Pengawas O O O O O
Pengawas Koperas
XKoperasi
Meningkatnya Jumlah koperasi 31 33 35 37 39 41
tindaklanjut yang
hasil menindaklanjuti
rekomendasi
pengawer,san hasil pengawasan
kkoperasi
Terlaksananya Jumlah koperasi 76 SO  S4a S6 o= 96
pembinaan vyang dibina
kkoperasi
Meningkatnya Jumlah 100 15 25 30 40 S0
wirausaha baru | penumbuhan O O O O O O
wirausaha
Meningkatnya Jumlah 150 | 175 | 20 =22 25 =7
wirausaha yang | Wirausaha yang O S O S
difasilitasi difasilitasi
legalitas usaha
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Table 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Koperasi UKN

Sumbax
Hon TARGET TAHUN
N INDIKATOR disi
o TUJUAN SASARAN EINERJIA 202 | 20 20 >0 0 20
5 26 7 2SS 29 30
p § =2 3 a4 S S 7 S 9 10
legalitas usaha Jumlah 1= S0 S0 S0 S0 S0
dan legalitas wirausaha yang
produlk difasilitasi
legalitas produk
Meningkatnya Jumlah 220 | =24 30 30 30 30
Pembiayaan wirausaha O O O O O
wirausaha binaan yang
difasilitasi akses
pembiayaan
Meningkatnya Jumlah 125 13 13 13 13 13
wirausaha yang | Wirausaha yang O O S S S
memiliki akses difasilitasi akses
perluasan pasar
remasaran
Meningkatnya Jumlah Pelaku SO SO 7O SO 920 10
hkualitas SIDIVI wirausaha yg o
wirausaha meninglkat
kkompetensinya
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3.2. Strategi dan Arah KXebijakan

Strategi dan arah kebijalkan peranglkat
daerah merupakan rumusan vang
kkomprehensif untulk mencapai tujuan
Renstra yang selaras dengan RPJIJNVID, yang
mencakup transformasi kinerxrja, reformasi
birokrasi dan penetapan program prioritas.
Untulk arah kkebijakan berfokus pada
prioritas sasaran misi sedangkan strategi

menjelaskan cara mencapai sasaran tersebut.

Stretegi urusan koperasi dan UMEKNM yang
dirumuskan oleh Dinas Xoperasi, UXNM
adalah sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatnya kontribusi koperasi
dan U MNVMKNVL dalam mendorong

rertumbuhan ekxonomi

Berdasarkan tujuan diatas, maka sasaran

vang alkan dicapai adalah :

1. Meningktanya produktivitas koperasi,

dengan indicator presentase koperasi
vang berkualitas
2. Meningktanya produktivitas UXMV,

dengan indicator proporsi usaha kecil dan
menengakh non pertanian pada lewvel
propinsi

3. Meningktanya akuntabilitas kinerxrja
organisasi, dengan indicator nilai evaluasi
akuntabilitas kinerxrja

4. Meningktanya kkualitas prelayanan
|
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organisasi, dengan indicator tinglkat
kkepuasan terhadap pelayanan organisasi

Sasaran Kesatu Meningkatnya produktivitas

kkoperasi, dengan indicator presentase

kkoperasi yang berkualitas

Strategi :

1. Penguatan tata Xelola dan partisipasi
anggota koperasi

2. Meningkatlkxkan pemanfaatan digitalisasi
oleh koperasi

3. Meningkatkan SDIVI pengurus, pengelola
dan anggota koperasi

4. Perluasan akses pembiayaan koperasi

S. Peningkatan kemitraan koperasi untuk
membangun kolaborasi dan membuka

preluang rantai pasok yang lebih kuat

Arah Kebijakan :
1. Meningkatlkan pengawasan terhadap
kkelembagaan kkoperasi serta

renyederhanaan tata  Xelola koperasi
berbasis partisipasi anggota

2. Penerapan system digital oleh koperasi
dalam pengelolaan, pemasaran produlk dan
transparansi laporan koperasi

3. Melakukan Pendidikan dan pelatihan
manajemen, kewirausahaan, serxrta

remanfaatan teknologi bagi pengurus dan
|
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anggota koperasi

4. Membuka reluang kkemitraan antara
kkoperasi dengan Lembaga keuangan bailk
rerbankan maupun non perbankan

S. Mendoron koperasi untuk bergeralk di
sector riil guna memperkuat rantai pasolk

Sasaran Kedua Meningktanya produktivitas

UXM, dengan indicator proporsi usaha kecil

dan menengah non pertanian pada level

propinsi

Strategi :

1. Peningkatan kapasitas SDIVI UKN

2. Pemanfaatan teknologi dalam pemasaran
produlk

3. Peningkatan inovasi produk untulk
memenuhi kebutuhan dan tren pasarxr

4. Perluasan akses pembiayaan bagi UKNL

Arah Kebijakan:

1. Memberikan pelatihan manajemen bisnis,
kketerampilan teknis produksi dan literasi
kkeuangan bagi UKIVL

2. Mendorong U XNVL dalam remasaran
produk melalui marketplace

3. Mlemfasilitasi sertifikasi produk bagi
UMKM seperti halal, PIRT, dan BPON
serta perbaikan kemasan agar produlk
memiliki daya saing tinggi.

4. Mendorong UXKNVL dalam memperluas
akses pembiayaan melalui kkemitraan

dengan rerbankan dan lebaga nomn
|
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rerbankan.
Sasaran Ketiga Meningktanya akuntabilitas
kinerja organisasi, dengan indicator mnilai
evaluasi alxuntabilitas kinerxrja
Strategi :
1. Memastikan rencana strategis, rencana
kkexrja, hingga perjanjian kinerja FPEK)

selaras dari tingkat atas hingga pegawai

individua
2. Menyusun sasaran kinerxrja
vang berfokus pada dampalk (hasil),

bukan hanya output kegiatan

3. Melakukan pengukuran kinerja yang
akurat, dengan indikator kinerja yang
tepat dan data yang didukung bukti
(evidence) yang wvalid

Arah Kebijakan:

1. Meningkatlkan budaya kerja yang nyata
dan bermanfaat bagi masyarakat

2. Efesiensi dan efektifitas dalam anggaran
vang dikeluarkan

3. Pemanfaatan teknologi dalam
remanatauan kinexrja

Sasaran Xeempat Meningktanya kualitas

prelayanan organisasi, dengan indicator

tinglkat kkepuasan terhadap prelayanan

organisasi

Strategi :

1. Pelaksanaan survey terhadap pelayanan

secara berkala
'
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2. Perbaikan prosedur pelayanan

3. Peninghkatan sarana dan prasarana dalam
prelayanan

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan Ixualitas dan kinerja
pelayanan

2. Mewujudkan tata XKelola yang bailk
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Tabel 3.2 (Tabel T-C.26)
Matrik Tajuan, Sasaran, sexrta Strategi dan Axrah
Kebijakan Pembangunan Urusan Koperasi dan UXKIVIL

WVisi Kepala Daerah : Sumatera Barat NMiadani yang VIaju dan
Berkeadilan

Misi 3 Kepala Daerah : Nagari/Desa sebagai basis kemajuan

Misi 4 Kepala Daerah : Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera
Bagian Barat

Misi 7 Kepala Daerah : Tingkatkan Daya Saing Pariwisata dan Akselerasi Ekonomi
Kreatif Untuk usaha kecil

Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, Usaha XKecil dan Menengah Provinsi
Sumatera Barat

No. Tuajoaan Sasaran Strategi Axrah KKebijalan
D § Meningkatnya | Meningktanya 1. Penguatan tata | 5 Meningkatkan
kkxontribusi produktivitas XKelola dan
kkoperasi dan koperasi partisipasi anggota pengawasan
UMEKM dalam koperasi terhadap

mendorong
rertumbuhan
ekonomi

2. Meningkatkan

remanfaatan
digitalisasi oleh

kkelembagaan

kkoperasi sexrta
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kkoperasi

. Mleningkatlkan
SID IV rengurus,
rengelola dan
anggota koperasi

. Perluasan akses
Ppembiayaan
kkoperasi

. Peningkatan
kkemitraan
koperasi untulk
membangun
kolaborasi dan

membuka peluang
rantai pasok yang
lebih kxuat

renyederhanaan
tata XKelola

kkoperasi berbasis

partisipasi
anggota
Penerapan

system digital
oleh kkoperasi
dalam
rengelolaan,
pemasaran
produlk dan

transparansi
laporan koperasi
Melakukan
Pendidikan dan
pelatihan
manajemen,
kkewirausahaan,
sexrta
remanfaatan

teknologi bagi
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rengurus dan
anggota koperasi
Membuka peluang
kkemitraan antara
kkoperasi dengan
Lembaga
kkeuangan bailk
rerbankan
maupun non
rerbankan

Mendoron
koperasi untuk
bergerak di sector
riil guana
memperkuat
rantai pasolk

Meningktanya
produktivitas
U MEKINVL

1. Peningkatan
kkapasitas SIDIVL
U XIVL

. Pemanfaatan
teknologi dalam

Premasaran produk

IVMiemberikan
pelatihan
manajemen
bisnis,
kketerampilan

teknis produksi
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3. Peningkatan
inovasi produlk
untulk memenuhi
kkebutuhan dan tren
pasaxr

4. Perluasan akses

rembiayaan bagi
UXKIVK

dan literasi
kkeuangan bagi
UXIVL

2. Mendorong UXKNM

dalam pemasaran
produlk melalui

marketplace

3. Mlemfasilitasi

sertifikasi produlk
bagi UMK IV
seperti halal,
PIRT, dan BPOM
serxrta rerbaikan
kkemasan agar
produlk memiliki

daya saing tinggi.

4. Mlendorong UXKN

dalam
memperluas akses
Ppembiayaan
melalui

kkemitraan dengan
rerbankan dan
lebaga nomn
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rerbankan

Meningktanya
akuntabilitas
kinerxrja
organisasi

.

Memastilkan
rencana strategis,
rencana kerxrja,

hingzsa perjanjian

kinerxrja PEK)
selaras daxi
tingkat atas
hingga regsawai
indiwvidua
Menyusun
sasaran kinexrja
vyang berfokus
Ppada dampalk
(hasil), bukan
hanya output
kkegiatan
Melakukan
rengukuran
kinexrja vang
akurat, dengan

MMeningkatkan
budaya kexrja yang
nyata dan
bernmanfaat bagi
masyarakat
Efesiensi dan

efektifitas dalam
anggaran

dikeluarkan

yang

Pemanfaatan
teknologi dalam
remanatauan

kinerxrja
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indikator kinerja

vang tepat dan
data vang
didukung Tbulkti
(evidence) vang
walid
Meningktanya 1. Pelaksanaan 1. Meningkatkan
Ixualitas had. Ixualitas dan
relayanan suarwey terhadap kinerja pelayanan
organisasi pelayanan secara 2. Mewujudlkan
berikala tata XKelola
. Prelayanan yang
2. Perbaik
erbaikan o
prosedur
relayanan
3. Peningkatan
sarana dan
prasarana dalam
relayanan
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Tabel 3.3
PPenahapan Renstra Perangkat Daerah Tahun 202865 —- 2029

2029

Sasaran Strategi Arah Xebijakan
RPJIJMD Tahun I Tahun IT Tahun Tahun IV Tahbhoan Y
2025 (20=26)> D © O ¢ (20=28) (2029
(20=">

Arah Kebijakan MHisl 3 Nagari/Desa sebagal basis Kemajuan
Meninghkatn Pembentukpuykungan DukunganDukungan Dukungan Dukungan
ya an Pusat untuk untuk untuk untuk untuk
kemandiria Kreatifitas pendampin pendampi pendampin pendampin pendampin
. Nagari =Zan dan ngan dan an dan Z2an dan =Zan dan
desa/magari (Nagari pelatihan [pelatihan elatihan |[pelatihan pelatihan

erbasis reative kepada kepada kepada kepada kepada
Ppotensi Hub) pelaku pelalku Ppelalku pelalku pelaku
lokal sebagai usaha kecil usaha usaha kecil usaha kecil usaha kecil

inowvasi dan
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Sasaran Strategi Arah Kebijalkan
RPJNMD Tahun I Tahumn IT Tahun Tahoun IV Tahon Y
(2025 (20=26)> IXX (20Z=28) ((20=29)>
(2o0o=7>
wirausaha Ikxecil
melaluwi
Internet
Gratis,

VIiedan Nan
Bapaneh,
Suduilk
usaha
Ixecil, Texras

Nagari

Arah Kebijakan Misi 4 Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera

Bagian Barat

VMleningkatlk emperku Melakukan Menyedia Mengintegr Menjalin Menyusun
an at peran Ppemetaan |kan asilkan kkemitraan Roadmap
investasi, Ixonomi potensi Fasilitas sistem strategis HKeberlanju
perdaganga an daerah pembiayaainformasi dengan tan Zona

n, dan daya keuangan [yang bisa n syariah antar- pelaku EHElkonomi
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sesuai

Sasaran Strategi Arah Kebijalkan
RPJIJNMD Tahun I Tahumn IT Tahun Tahoun IV Tahon Y
(2025 (20=26)> IXX (20Z=28) ((20=29)>
(2o0o=7>
saing syariah dikembang dan oro, usaha, Syariah
induastri untulk Ixan secara program lembaga lembaga ntulk
daexrah meninglkat syariah, inkubasi keuangan keuangan, memastika
Ixan seperti bisnis bagi syariah, dan > o
ertumbuh produlk usaha an inwvestor kkesinambu
an ekonomihalal, kkecil yang pemangku dari ngan
Ppariwisata bergeralk Lkepentinga negara- Ppembangun
ramakh di sektor mnlainnya negara an
muslim, Ihalal suana Islam serta ekxkonomi
dan usaha untulk mendukun pelalku syariah
Ixecil mendoron g kebijakan pasar halal pasca
syariah = erbasis Zlobal tahuan
Ppertumibu ata dalam 2030.
Ihan usaha pengemban
vang an
berkelanj Ixonomi
mtan dan syariah.
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Sasaran Strategi Arah Kebijalkan
RPJIJNMD Tahun I Tahumn IT Tahumn Tahun IV Tahon WY
(20=25)> (20=26)> XXX (20=28S) (2029
(2O=2">
prinsip
syariah

Arah Kebijakan Misi 7 Tinghkathkan Daya Saing Pariwisata dan Akselerasi
Hikonomi Kreatif Untuk usaha kecil

VMemperkua Penyelengg
t peran araan event
ekxkonomi an pekan
Ixreatif udaya dan
dalam lah raga
mendukung isata
Ppertumbuhasecara

n uasaha erkelanjut
Ixecil axn

IViembexrda
vakan
usaha kecil
ekxkonomi
Ixreatif
agar siap
texrlibat
dalam
event
melaluai
pelatihan,
Ppenyediaan
Toahan

Tbaku, sexrta
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IVIemberda
valkan
usaha
Ixecil
ekxkonomi

Ixreatif

agar siap

exrlibat
dalam
event
mmelalui
pelatihan,
Ppenyediaa
m Joahan

IViembexrda
vakan
usaha kecil
ekxkonomi

Ixreatif

agar siap
erlibat
alam
went
elalui

elatihan,

aku, sexrta

IVIemberda
valkan
usaha kecil
ekxkonomi

Ixreatif

agar siap
exrlibat
dalam
event
mmelalui
pelatihan,

Ppenyediaan

ahan
alku, sexrta

IViembexrda
vakan
usaha kecil
ekxkonomi
Ixreatif
agar siap
texrlibat
dalam
event
melaluwi
pelatihan,
Ppenyediaan
Toahan
Tbaku, sexrta
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Sasaran Strategi Arah Kebijalkan
RPJIJNMD Tahun I Tahumn IT Tahun Tahoun IV Tahon Y
(2025 (20=26)> IXX (20Z=28) ((20=29)>
(2o0o=7>

Toantuan alku, antuan foantuan Tbantuan
pengemban serta engemban pengemban pengemban
Zan desain antuan an desain gan desain gan desain
dan pengemba dan dan dan
produlk. ngan rodulk. produlk. produlk.

desain dan

produlk.
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BAEB XV
PROGRANM, XEGIATAN, SUBKEGIATAN
DAN XKINERJAPENYEILENGGARAAN
BIDANG URUSAN

<4 1. Program, Kegiatan, dan Sub Xegiatan
Perangkat Daerah
Pada tahun 22025 - 2029, dengan mengacu
Ppada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur FPerencanaan FPembangunan dan
Keuangan Daerah serta Xeputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun
Z2O0Z=23 tentang Perubahan atas Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor O50-5SS9 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakkhiran KKlasifikasi,
XKodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah, terdapat
delapan program yang akan dilaksanakan pada
tahun 2029 - 2030 sebagai berikut:
1) Program FPelayanan Izin Usaha Simpan
Pinjam
Program ini merupakan implementasi dari
rembagian urusan remerintahan bidang
Koperasi dan UKNM dalam Undang — Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah pada sub urusan Izin Usaha Simpan
Pinjam. FPada pembagian urusan tersebut,
Pemerintah daerah prowvinsi bertugas dalam
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Penerbitan izin usaha simpan pinjam untulk
koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas
daerah Xabupaten / Xota dalam 1 ((satw)
Daerah Provinsi. Adapun sasaran program ini
adalah melakukan Fasilitasi pengajuan izin
usaha simpan pinjam Xoperasi. Indikator
keberhasilan program ini diukur dengan
Persentase penerbitan izin USSP koperasi. Di
dalam program ini terdapat 2 Kegiatan, 2 Sub
Kegiatan yaitu: 1) kegiatan FPenerbitan Izin
Usaha Simpan Pinjam untulk Koperasi dengan
Wilayalh Keanggotaan Lintas Daerah
Kabupaten/XKota dalam D { (satwu) Daerakh
Provinsi dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Izin
Usaha Simpan Pinjam untulk XKoperasi
Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah
Kabupaten/XKota dalam b § (satwu) Daexrah
Provinsi, dan 2) kegiatan FPenerbitan Izin
Pembukaan Kantor Cabang, Cabang
Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan
Pinjam untulk Xoperasi dengan Wilayah
Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/XKota
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan Sub
Kegiatan Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan
Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor
Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi
dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah
Kabupaten/XKota dalam b § (satwu) Daexrah

Provinsi.
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2 Program Pengawasan dan Pemeriksaan
Koperasi
Program ini merupakan implementasi dari
rembagian urusan remerintahan bidang
Koperasi dan UKNM dalam Undang — Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah pada sub urusan Pengawasan dan
Pemeriksaan. Adapun sasaran program ini
adalah melakulkan Pengawasan atas
kelembagaan dan kegiatan usaha Xoperasi.
Indikator keberhasilan program ini diukur
dengan Persentase Koperasi yang Berkualitas.
Di dalam program ini terdapat 2 kegiatan, =2
Sub Kegiatan vaitu : 1) Kegiatan
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang
Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerxrah
Kabupaten/XKota dalam 1 (satw) Daerxrah
Provinsi dengan Sub Xegiatan FPenguatan
Tata Xelola Xelembagaan Xoperasi; )

Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan

XKoperasi Simpan Pinjam /Unit Simpan
Pinjam XKoperasi vang Wilayah
Keanggotaannya Lintas Daexrah

Kabupaten/XKota dalam 1 (satw) Daerxrah
Provinsi dengan Sub XKegiatan Pelaksanaan
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang
Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerxrah
Kabupaten/XKota dalam 1 (satw) Daerxrah
Provinsi.

3) Program FPenilaian Xesehatan XKSP/USP
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Koperasi

Program ini merupakan implementasi dari
rembagian urusan remerintahan bidang
Koperasi dan UKNM dalam Undang — Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah pada sub urusan Penilaian Kesehatan
KSPr / USP KEXKoperasi. Adapun sasaran
program ini adalah Melakukan pengawasan
atas kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam
/ Usaha Simpan Pinjam Koperasi. Indikator
keberhasilan program ini diukur dengan
Persentase koperasi yang sehat. Di dalam
program ini terdapat 1 kegiatan, 1 Sub
Kegiatan vaitu : Kegiatan Penilaian
Kesehatan Xoperasi Simpan FPinjam/Unit
Simpan FPinjam Xoperasi yang Wilayah
Keanggotaanya Lintas Daerxrah
Kabupaten/XKota dalam b § (satwu) Daexrah
Provinsi dengan Sub Xegiatan FPenilaian

Kesehatan Xoperasi Meliputi Tata Xelola,

Profil Risiko, Kinerxrja KKeuangan, dan
Permodalan.
4) Program Pendidikan dan Latihan

Perkoperasian

Program ini merupakan implementasi dari
rembagian urusan remerintahan bidang
Koperasi dan UKNM dalam Undang — Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah pada sub urusan Pendidikan dan
Latihan Perkoperasian. Adapun sasaran
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program ini adalah Meningkatkan kualitas
SDIVI Koperasi dan UXKN melalui pelatihan.
Indikator keberhasilan program ini diukur
dengan FPersentase koperasi yang mengikuti
prelatihan. Di dalam program ini, pada Tahun
2024 terdapat 1 Lkegiatan yaitu Xegiatan
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi
XKoperasi vang Wilayah Lintas Daexrah
Kabupaten/XKota dalam D { (satwu) Daerah
Provinsi dengan Sub XKegiatan Peningkatan
Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian
serxrta Kapasitas dan KKompetensi SDIVI
Koperasi.

S) Program FPemberdayaan dan Perlindungan
Koperasi
Program ini merupakan implementasi dari
rembagian urusan remerintahan bidang
Koperasi dan UKNM dalam Undang — Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah pada sub urusan Pemberdayaan dan
PerlindunganXKoperasi. Adapun sasaran
program ini adalah Meningkatlkxan
remberdayaan dan perlindungan pada aspek
kelembagaan Xoperasi serta meningkatkan
kkualitas produlk dan usaha koperasi,
rerluasan akses pembiayaan bagi koperasi,
serta perluasan akses pemasaran produlk
koperasi. Indikator keberhasilan program ini
diukur dengan FPersentase Xoperasi yang
telah diberdayakan dan dilindungi. Di dalam
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program ini terdapat 1 kegiatan dan 4 Sub
kegiatan yaitu: XKegiatan Pemberdayaan dan
Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya
Ldintas Daerah Kabupaten/XKota dalam 1 (satw)
Daerah Provinsi dengan Sub Xegiatan : 1)
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah,
Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan
Kelembagaan, Penataan VManajemen,
Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha, 2)
Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga
dan Kelompolk Masyarakat vang Alkan
Membentulk

Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi, 3)
Fasilitasi KKemitraan XKoperasi vang
Keanggotaannya Lintas Daexrah
Kabupaten/XKota dalam 1 (satw) Daerxrah
Prowvinsi, dan 4) Fasilitasi Akses Permodalan
XKoperasi vang HKeanggotaannya Lintas
Daerah Xabupaten/XKota dalam 1 (satw)
Daerah Provinsi.

6) Program FPemberdayaan Usaha Menengakh,
Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UNMEKN)
Program ini merupakan implementasi dari
rembagian urusan remerintahan bidang
Koperasi dan UKNM dalam Undang — Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah pada sub urusan FPemberdayaan
UNMEKN. Adapun sasaran program ini adalakh
Meningkatkan pemberdayaan UXKNM pada
aspelk kkelembagaan, produksi, prerluasan

RENSTRA 2025 -

2029 o9



akses pembiayaan, dan perluasan akses pasar
produlk U XIVIL. Indikator keberhasilan
program ini diukur dengan Persentase
UNMEKM yang telah diberdayakan. Di dalam
program ini terdapat 1 kegiatan dan 7 Sub
kegiatan yaitu: Kegiatan Pemberdayaan
Usaha Xecil vang dilakukan Melalui
Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan,
Penguatan Xelembagaan dan Xoordinasi
Dengan Para Pemangku Kepentingan dengan
Sub Kegiatan yaitu 1) Menumbuhkembanglkan
UMEKNM untulk Menjadi Usaha yang Tangzgsuh
dan MNMandiri Sehingga dapat Meningkatkan
Penciptaan Lapangan Xerja, FPemerataan
Pendapatan, FPertumbuhan Ekonomi, dan
Pengentasan KKemiskinan, 2Z2Z2) FPeningkatan
Pemahaman dan Pengetahuan UNMKNM serta
Kapasitas dan Kompetensi SDIVI UNMKNM dan
Kewirausahaan, 3) Fasilitasi Pengadaan
Barang/Jasa FPemerintah, 4) FPenyusunan
Basis Data Usaha Xecil, 5) Fasilitasi Hak
Kekayaan Intelektual Usaha Xecil, S)
Fasilitasi Serxrtifikasi dan Standardisasi
Usaha dan Perizinan Barusaha bagi Usaha
Xecil.
7> Program Pengembangan UNMKIVIL

Program ini merupakan implementasi dari
rembagian urusan remerintahan bidang
Koperasi dan UKNM dalam Undang — Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

RENSTRA 2025 -

2029 o6



Daerah pada sub urusan FPengembangan
UMEKNM. Adapun sasaran program ini adalah
Meningkatlkxkan kualitas produlk UXKNM serta
reninglkatan kkualitas remasaran produlk
UXNM. Indikator keberhasilan program ini
diukur dengan Persentase UNMEKM yang telah
dikembanglkan. Di dalam program ini terdapat
1 kegiatan dan S Sub Kegiatan yaitu: Kegiatan
Pengembangan Usaha XKecil dengan Orientasi
Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha
Menengah dengan Sub Xegiatan yaitu : 1)
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,
Sumber Daya Manusia, serta Desain dan
Teknologi, 2) Peningkatan Pemahaman dan
Pengetahuan Lidterasi Hukum dan Bantuan
Penyelesaian Perkara bagi Pelalku UMEKWM, 3)
Pengembangan Usaha XKecil, 4) Penumbuhan
dan Pengembangan XKewirausahaan dan 85)
Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil.
S) Program Penguatan Badan Hukum Koperasi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan

Ikxualitas dan daya saing koperasi sebagai

Tbadan usaha, serxrta memperkuat peran
kkoperasi dalam rerekonomian
nasional. Program ini mencakup berbagai

aspek, mulai dari pembentukan badan hukum,
rembinaan kkelembagaan, rengembangan
sumber daya manusia, fasilitasi pembiayaan,
hingga rengembangan remasaran dan
promosi. Adapun sasaran program penguatan
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badan hulkum koperasi mencakup
reningkatan kualitas tata kelola koperasi,
renguatan rermodalan, dan reninglkatan
kapasitas sumber daya manusia koperasi,
serta mendorong pertumbuhan koperasi yang
kuat dan mandiri.

Indikator keberhasilan program ini diukur

dengan FPersentase koperasi yang memiliki

izin usaha simpan pinjam. Di dalam program
ini terdapat 4 kegiatan dan 4 Sub XKegiatan
vaitu: 1) kegiatan pemberian pendampingan
dan penyuluhan pendirian koperasi dengan

Sub kegiatan Fasilitasi Pendampingan dan

Penyuluhan Pendirian Koperasi; 2) kegiatan

Penguatan peran notaris Prembuat akta

koperasi dengan Sub Xegiatan Fasilitasi

Pemberian Akta Notaris bagi Koperasi;

9) Program FPenunjang FPemerintahan Daerah

Pada program ini terdapat 7 kegiatan yaitu:

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggsaran, dan
Evaluasi Kinerxrja Peranglkat Daerah
dengan O Sub Kegiatan vaitu : 1)
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah, 2Z2) Xoordinasi dan
Penyusunan Dokumen REKA- SEKPD, 3)
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD, 4) Koordinasi dan
Penyusunan DPA-SKPD, S5) XKKoordinasi
dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD,
6) XKoordinasi dan Penyusunan Laporan
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Capaian XKinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinexrja SKXPD, > Evaluasi Kinexrja
Perangkat Daexrakh, S) Pelaksanaan
Pengumpulan Data Statistik Sektoral
Daerah dan 9Y) Penyusunan Dokumen
Perencanaan Urusan Selain Renstra PD
dan Renja PD.

b. Kegiatan Administrasi KKeuangan
Perangkat Daerah dengan 8 Sub Kegiatan
vaitu : 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan
ASN, 2D Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN, 3) Pelaksanaan
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi
KKeuangan SEKPD, <4) Xoordinasi dan
Pelaksanaan Alkuntansi SEKEPD, 3S)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan Akhirxr Tahun SEKEPrD, S)
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan
Tanggapan FPemeriksaan, '7) Xoordinasi
dan Penyusunan Laporan KKeuangan
Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
dan 8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis
Prognosis Realisasi Anggaran.

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah dengan 2 Sub Kegiatan
yvaitu 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Atribut Xelengkapannya, 2Z) FPendidikan
dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas
dan Fungsi.

d. Kegiatan Administrasi Umum FPeranglkat
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Daerah dengan 7 Sub XKegiatan yaitu : 1)
Penyediaan KKomponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, 2)
Penyediaan FPeralatan dan Perlengkapan
Kantor, 3) Penyediaan Peralatan Rumakh
Tangga, 4d) FPenyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan, 5) Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan, 6) Penyediaan Bahan/IVIaterial,
') Fasilitasi XKunjungan Tamu dan 8)
Penyelenggsaraan Rapat Xoordinasi dan
HKonsultasi SIKKPD.

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daexrakh
Penunjang Urusan FPemerintah Daerah
dengan 6 Sub Kegiatan yaitu: 1) Pengadaan
Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan, 2) Pengadaan
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan, 3) Pengadaan IVIebel, 4)
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, $)
Pengadaan Aset Tetap Lainnya dan 6)
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya.

f. XKegiatan Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan FPemerintahan Daerah dengan <4
Sub XKegiatan yaitu : 1) Penyediaan Jasa
Surat Menyurat, 2) Penyediaan Jasa
KKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik,
3) Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor dan 4) Penyediaan
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Jasa Pelayanan Umum Kantor.

. KKegiatan Pemeliharaan Barang IVKilikx
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah dengan 8 Sub XKegiatan yaitu : 1)
Penyediaan Jasa FPemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak KKendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan, 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
KKendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan, 3) FPemeliharaan Mebel, 4)
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Lainnya, S5) FPemeliharaan Aset Tetap
Lainnya, S) Pemeliharaan Aset Talk
Berwujud dan P
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor
dan Bangunan Lainnya
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Tabel 4&.1.
Program, XKegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

TARGET CARALAN KINER A PROGRAM DAN KERANGIA PENDANAAN

KODE i INDWATOR SAT R pave: ] paored pick: ] paori] e
WEGIATAN {pozs)
TARGET Ao TARGET fp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Ro
117.01 Program Penuniang Urnusan Perseniase ketercapalan penunjang urasn % 100 blu1] 14 258 535 550 10 15081 T15 053 1 15307 43855 100 155375653013 100 15T 626 458
Pemerintanan Daerah Provirs pemnerintahan dagraih provin
11701101 Perencaraan, Pergargganan dan Perseriase snkronisas perencanaan dan % 100 1 411575000 1 455 THE 000 1M S01.T30.000 10 5330000 10 559 B30 000N
Evaluasl Kinerja Perangiat Daearh | pelakanaan kinerja Peranghat Daenan
1170110101 Penyusuran Dolumen Perencaraan | Jumiaih Doloamen Perencanaan Peranghiat [ ] -] ] 135 450 000, -] 150 000 000 ] 15 500 000 -] 17 =00 000, -] 121 F50 000
Peranghat Dagrah Daerah
2170110106 Koordinasl dan Peryusuran laporan | Jumiain aporan Capaian Bnera dan Mimisar  |dokumen 3 3 S8 T 000 3 117 425 000 3 134 550000, 3 138 600 000, 3 149 0000 D00y
Capaian Kineria dan lhtisar Reatisasl |Realisas Kinerja SEPD dan Laporan Hasl
Eineria SEPD Enordinas Perryusuran Laporan Capalan Einera
dan Rivicar Realisas Einerja SEPD
1170110107 Evaluast Eirerja peranghat Daerah | Jumiai Laporan Evaluast Binerja Peranghat lagran ) L3 112 675000 4 134340000 4 136320000 4 142 Te0.000 4 154 3500008
Daerah
1170110108 Pelakzmanaan Pergumpuan  Data|lumiah Data S1atistik Sektoral Daerah yang Cata 1 A5 O00000 1 TOL0O0 000 1 Ta 000000 1 S0 000000 1 5000000
Statistik Sektoral Daerah Todah Dikoumpalian dan Diperiks Lngloup
Perarghat Daserah
11701107 Admirisirasl Beuargan Daerah Persentase Tertib Administrasl Esuangan % 100 1 9138 854 25 0] 9363 G55 545 1w 9317162576 bu1] 935249538 100 5419 -39103&'
117.01.1.0201 Penyediaan Gag dan Tuniargan ASH (lumiah Orang yarg Mererima Gaj dan orarg, -] =] B ET0 55 665 T E.503 TE5.085 TS 543 150078 ] ESE] M5.TES <) 2957 562,055
Turgargan A58 Dlan
1170110203 Pelaksaraan Peratawsahaan dan lumiah Dolumen Penatausahaan dan ol e 1 1 AR 018 600 12 3309 S0 460 n 3735913 500 12 411303730 12 457434 0000
PenguianVerifkasi Eeuangan PerguilanyVeridkas Eeuangan SEPD
Perarghat Dacrah
1170110207 Koardras dan Pemyusuran laporan | lumiah Laparan Keungan Bularan) Laprarn bE] 14 11.000.000 14 12.100.000 14 13310000 14 14.541.000 14 161051008
Keiargan Trivulanan/Semesteran SEPD dan Laparan
Bularany Triwdian Semesteran SEFD |Kpordings Peryusunan Laporan Eeungan
Bularan Triwulanan/Semesteran SEPD
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TARGET CAPAIAN KINERIA PROGRAM DAN KER ANGKA PENDANAAN

i PROGAAM/NEGIATAN/5LE e ap | MENDS WAL = = = = =
WEGIATAN o)
TARGET 5 TARGET Ao TARGET 7o TARGET Ao TARGET Ao

1170110 hkmiristras Bararg Milk Dagrah  |Persentase Tert Adiristras Bararg Ml |% 10 10 oo 100 ommd 10 mooo| 1m0 oo 1o 75 o0 00
paca Perarghat Daerah Daesah

17011000 Peryusuran Perencanaan Reutuhan |Tersedanya Rencana Rebutuhan Bararg MiBk | dokumen 1 i womo| 17 woooa| 1 wooom| 17 womo| 17 10 00000
Sararg Millk Daerah Daerah SEFD

110l mn Pergamanan Barang milk dierah  |lumiah Dalkumen Pergamaran Barang Milk | dokumen 1 1 oo 1 wooo| 1 oo £0.000.000 a0 000 00}
i Daerah 36D

1170l B0 ¥oordrast tan Penilaian Barang Mill|Tersedianya Laporan hasl perifaian BMD can |laparan 2 2 sonom| 2 sgooom| 2 sono| sooog| 2 500000
Dagrah gads $EFD hasil koordias perilaian BWD SEPD

1170110 Liristray Pendagatan Dagrah  |Persentase Tertih Administras Bararg MK | % 10 10 sopm| 1 soo| 1 sonom| e B 1000000
Kewenangan Perarghat Daerah Daerahi

117011040 hrlisa dan pergembangan retribus |Tersechanya has analiss serta pergembangan | Dokumen 1 sonom| 1 sgooon| 1 sono| sooog 1 1000000
duerah serta Penpsuran retrits daerah dan kebiahan retribis daerah
miristras Nepegawaian Perarghat |Persentase Terth Adiristras Kepegawaian | % 100 10 oo 10 Tisoom| 1w somoa| 10 oo 1w 52 00000

11701105 Dassah Perarghat Daerah

e Pergadian paiiaian Dirgs beserta | Jumiah Paket Paalan Diras Boserta Aot | paket 5 momom| W mooom| W oo 5 oo 57 o0 00000}
Hitribant kelerghananmia Kelerghiapan

arang b 4

i Pencidikan dan PelatiharPegawal  (lumlah Pegawal Berdasarkan Tugas dan Fungsi St i e . i . st § it
Berdasarian Tugas dan furgsd \arg Mergikutl Pendidlian dan Pelatiban

117011008 ki Yobok Wyl | ok Bt Yok Seqierunia. |- g g 135,000,000 5 7500000 4 10000000 4 10,000,000 5 12 500000
Feraturan Perundang Undangan Peraturan Peruncang Undargan

11701108 miristras Ui can Perargkat |Persertase Terti Admiristras Uinam % 100 10 aEni 1 TEllIE M TEmela| 10 mlmizsE 1m0 8 aE 1|
Dagzah Perargiat Daerah

1170110601 Peyedaan fomporen betalas. |umiah Paket Samganen istalas paet P s momoa| & moamd @ wooom| 50 e 40 000000}
Listrik can Perwsangan Barguran  |Uistrik Penerargan Banguran Eanior yarg
Earior Dissdalan

117011060 Pestyediaan Peralatan dan |urniah Paket Peralatan dan Perlergiamn  |paket 5 2 oo 3 oo 3 wooo| 2 wooo| 2 30 o000
Perlerghagan Eantor Kamior yarg Disedhakan
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TARGET CARAIAN KIMER) A PROGRAM DAN KERANGEA PENDAMAAN

PROGRAM MEGATAN/SUR KONDE AWAL
KODE NEGIATAN IHDHATOR SAT | piore) nE piiri]
TARGET Ao TARGET Ao TARGET A TARGET [ TARGET Ao
117011060 Pertjecdaan Perakitan Rumah Targga (lumiah Paket Peralatan Rumah Targga yany H 1m 7m0 15 i 15 Bl 1w nmm 31500000
Disedakan
LIT0L1060 Pertpechaan Babian Logiatik Bartor  (Jutah Pakat Bahan Logist Kantor yang kit 58 57 Eomom| 57 10000000 57 lEomom| 5 1o 57 1600000000
Disedkakan
L1011 0605 Pertyediaan Bararg Cefakan dan |umiah Paioet Barang Cetakan dan Caket 4 3 45000000 1] 45000000 3 45000000 1] 45000000 L] 45 (0 000y
Perggandaan Perggandaan yang Disedakan
LITOL1 0608 Pertyediaan Baran bacaan dan lurmiah Dokumen Bakan Bacian dan Peraturan (ookumen ] 3 1500000 1] 150000 3 150000 1] 150000 1 3500000
Peraturan Perundang Undingan Perundang-Uncdargan yarg Dstdakan
Li70LLa7 Pergadaan Bararg Millk Daerah  (Persertase ketersediaan Barang Millk Daerah % 100 1 HEOWOM 1m EMoE04sE) 1M WE0000(  1m T00M0M 100 732 5000000
Perrjang Unian Pemeririah SRR CRTgan paTenEnaan
Daerah
LIT0LLO0TE Pergacian Kendaraan Perorangan  (Tersedanya Kenddaraan Perarangan Dinis atay | unt 1 482074.000
Dirias atau Kendaraan Dinas Jabatan (Kendaraan Dinas labatan
1170110708 Pergachan Kenduraan Operagioral  |Tersedarya Eendaraan Operasional 3tau it 1 400 00000
atau Lagargan Lapangan
1170010707 Pergacaan Mebel Tersedanya Mibst unit TE = mmom B 10001000000 i) oo B momood =0 00 0080 00
11701107 Pergacaan Aset Tetap Laineya Tersedanya At Tetap Lainrya it H Ta00.000 1 T 3 TE.000.000)
L1T0L10TR Pergachan Peralatan dan Mesin Tersedanya Peralatan dan Mesin Lalneya it 11 11 280000 i To 330 455 3 TR.000.000 ] JeE0M 000 4 100 (0 000y
Lainrya
1170110710 Pergadian Jarara dan Pramane  (Tersedanya Saram dan Prasarana Gedung unit 1 1 177500000 1 165000000 1 160000000 1 157 S0 0008
Gedhrg Kantor Brguran irha (Kantor Bangunan Lainiya
1170110711 Pergacian Sarara dan Pramrana  |Tersedianya Sarara din PracraraPenduiurng. | unit 1 1 150000000 1 150.000.000 1 300000 00y
Penduiung Gedng Kamar atau Gadurg Kantar atau Bangunan Lainnya
Barguran Lalnra
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TARGET CAPALAN KIMERIA PROGR AN DuM KER ANGKE PENDAMAAN
KODE i i NDIEATOR SAT ik rieri] pasre 0 i) E0
WEGLATAN famzs)
TARGET Ap TARGET Ag TARGET fp TARGET Ap TARGET Rp
Peryediaan lasa Perunang Unsan  |Perseniase ketersediaan lasa Perunjang k3 100 100 2 T35 36T.07E 100 21 E06ERT.OTL 1m0 I REIEATOTE 100 281 58S 30 10 1341508
R Pamerintaian Daerah Unusan Pemerintahan Dacerah 1
Perpediaan Jasa 3ural Menyurat Jumiain Laporan Perpediaan Jas Surat laparan 15 1 42000000 12 S.000.000 u SO00L000) 12 3018152 1z 4. 5-1-."9‘55'
£17.01.1.080] TT—
. Perpediaan e Ramuniias, Sumber |lumiah Laporan Perpediaan 13 Eomunikas,  |poan 1 1 SLO00L000) 1 S0LO00. 000 1 447000000 1 447000000 1 447000000
LA R Daya Air dan Lstril Sumiber Daya Alr dan Ustrik yang Disediakan
Peryyediaan lasa Pelayanan Umum lumiah Laporan Peryedhaan Jasa Pelayaran lapoan 44 At 2131 E6TOTE 44 2331557072 a4 FR1EETOTE 44 233 EET.OTE 44 133 EETOTY
ERBIIAT Farior Urreamn Barior yang Duedakan
[Pemmedinaraan Barang Milik Doenah  |Perseniase Barang Milik Daeran yang % 100 1m0 S ITaT1 1m0 STE.000.000 1 TEE000L000) i) SE0.000.000 100 S 000 Q)
170110 Perunjang Unean Pemerintahan bericmcksl bailk
Daarah
Perypedaan lasm Pemelinaraan, Baya |lumiah Esndaraan Dings Operasional 3tau [Ty 12 1 119758213 13 J300000.000 1 1300000000 4 1300000000 14 1300000000y
Pomelifaraan, Pajai dan Periziran  |Llapangan yang Dipsifara dan Diayarkan
L Fendaraan Diras Operasional atau Pajak dan Peridranmya
Lapargan
T Pernefiraraan Peralatan Mesin lurmiah Peralatan dan Mein Laineya yarg uniit & =0 el = LN TS TN O =0 1010000 = T OO0
\airerya Dépedifara
ST PerneliharaanyRehakelitas Gedung lumiah Gedung Eantor dan Banguran Lainmya  |unit 3 3 200000000 1 00000000 3 FE0U000.000) 4 SEOL000. 000 4 SO0 R0y
Eantor dan Bargunan Lainrya yarg DipeliharaDirehabilitas
PermelibaraanRehakilitas Sarara lumiah sarana dan prasarana gedung kamor it 2 2 1= 000 OO 2 175 OO0 2 15000 0| 1 00 0 ) | 000 OO0
2.17.01109.10 dan Prasarara Gedung Eartor aiau  |yang Dipelihara/Direhabilitasi
Barguran Lainmya
LITOR] Program Peiayaran ion Uaka P turminutan Wolume Laha Eoperast Bdiliar Bo aEE0 4135 15350 232 4058 15446 TEG| 0254444444 14510213 Sain 14441538 e 14387
Skmpan Pirgam uél|
21702101 [Pemeritan inn Usaka Sempan Pimam | lumiah imn waha smpan pingm Koperad yang Uit Uaha 2 2 16360 537 I 15 445 TES 2 14510213 1 14441 935 2 14757, ]_’.-EI
unitul Eoperas dengan Wilayah diteritian
Hearggotaan Untas Daerah
EabupatenEota dalam 1 i)
Daerahn Prowing
L17.02.101002 Faglitas ion Usana Simpan Pinam  |lumiah Eoperas Dergan Wilkayah Geanggotaan |Unet Uaaba b P la350.207 1 1z 445 TEs P 14510313 1 14441535 1 14.387.13H9
il Koperash Dengan Wilkayah Unias Daerah Eabupateny®ota dalam 1 fsaiu)
Bearggotaan Umas Daerah Caerah Provired yang Memilikl Usaha Simpan
EapatenKota dalam 1 fsatu] Firj@m
Daerain Proviin
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TARGET CARAIAN KINERIA FROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

o PROGR AN NEGILTAN/SUE iR Ti KOMDE AWAL s s FHY e
NEGIATAN {20m5)
TARGET Rp TARGET fp TARGET p TARGET Ao TARGET Rp
Prograim Pengawasan Dan Perserfiase Pergawasan dan Pemerksaan % Ta 75 163600533 &0 15446 T2 -] 14510313 a0 1441336 B 14727,
FAs Permeriisaan Koperas Koperasl u“l
Permerikaan dan Pergawasan lumilah koperas yang akurabed Uit Uk 44 1 16350 537 1 15446 T8 1 14510313 1 14441335 1 14.287.134]
Koperas yang Wilkayah
71703101 Eearggotaannya Lintas Daerah
EabuzatenEota dalam 1 fatu)
Dl Prowiing
S A Perguatan Tata Kelofa Eelerniagaan |lumiah Koperas yarg Diabiukan Perguatan  Unit Ukaia 4 1 16350837 1 1546 TE 1 14510313 1 14441935 1 14327 ]!6|
Eogeras Tata Kpicia Ketemibagaan Koporas
Program Penilaian Kisehatan Ksp/Usp|Persentase Koperas Altif % S 71 163508 Tis 15445785 76 14510213 TER 441l = 14227
L1T.04 Eoparad
Perilaian Eesehatan Koperas Simgan |lumiah hoperas smpan pinam / unid vaha (Uit Usaka L2 1 16350 537 2 1546 T8 1 14510313 1 14441935 1 1287134
PirgamyUnit Simpan Airiam Koperasl (smpan pinam dengan kategor sehat
yarg Wilayah Eeanggoiaanya Untas
pan L Daerah Kabugaten%ota datam 1
bt Dawerain Proving
F1T04. 100003 Pertlaian Eesehatan Koperas lumiah Eoperas yang Diberikan Penilaian Uit Usaig 45 3 15360 237 1 15445 T8R 3 14510213 3 14441938 3 48T 13
Medioui Tata Eehofa, Profl Risko, Keseratan
Eiretja Keuangan, dan Permodalan
L1705 P{\:qrml’{rddhnmnuum Perseriase Eoperad yang Diberian Dukungan |% 20 2= A0 4TEEEE|20 TEE5] B0s| 52 oo 420963 134 et 3a OR4 9% Tl 30395
Perioperasian Fasilitasi Peiatihan
L1T0E10] Perdician dan Latihan lumiah 500 Eoparas yang meningkat &7 110 A0 4TEECS 130 123 59] B0 132 Joa 490953 0 i o0 = ik lr |
Pernoperasian bagl Koperash yang L[t B FEATPE]
‘Wilayah Untas Daerah
Fabupatenota daiam 1 (i)
Daerain Proving
L1T05.10000] Perirgkatan Pemabaman dan Jurmiah 5004 yang Memahami Pergetalaan Orarg T I 00 4TEEE5 95 12159 B0 30 Ion 490563 e Tt 36 08y il kel |
Pergetaliin Penioperasian s Porkopeasian
Kagasitas dan Eompetersl S0M
KOs
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TARGET CAPALAN KINERA PROGRAM DAUN KER ANGIE PENDANAAN
KDDE PRI AN INDICATOR SAT sl rieri’} T IR il a0
NEGLATAN {202s)
TARGET Rp TARGET Ap TARGET Ap TARGET Rp TARGET Rp
11706 Program Pemberdayaan Dan Perseniase Meningkatrya Koperas yang % b T 10011 3% (28| &0 45 170 688 25 5T 555 BRGS0 £E3 TTREST(5 sumsul
Perfindungan Eoperash Beriiuaiitas
21706101 Permiberdayaan dan Perlindungan lumiah koperas yang diberdayakian Uit Ui 95 105 1001206 08 1m 245370 558 131 EET 950 05 145 EETTasaT 157 EJ’d-!-EG'SMI
Koperas yarg Kearggotaannya Untas
Daerah KabupatenKota dalam 1
batu] Daerah Provired
11705100007 Penirgiiatan Produktivitas, Miad Jumiahn Uit Liaka yang Produtil, Bemilai Uit Uaiha 15 15 SE311472 40 4T1EI5 344 41 443 6T TET 45 441 289 790 a7 43TASETTY
Tamiah, Akses Pasar, Akses Tamiah, Memiliki Akses Pasar, Akses
Pemblayaan, Perguatan Permiiaiyaan, Perguatan Kelembagaan,
Eelemiagaan, Perataan Marajemen, |Perataan Manapemen, Standarisas, dan
Standarisad, dan Restraitunisag Restrukturisask Lsaia
Lkaina
L1T0al010m Pemmierdayaan Koperas ingan Kioperash dergan Exarg@otaan Untas Dasrah | Unit Usaha =1} i) 4595 25 555 0 4TLEIE 344 = 444 781 108 1 441 550 708 110 436852771
Kearggotaan Lras Daerah Kabupaten¥ota dalam 1 ¢mtu] Daeran Provine
Eabupateny®ola dalam 1 fatu) warg dberdayakan
Daerahi Prowins
r17or Program Pemoendayaan Ui mummwmmm % 40 45 EoE9 16111 ) eI Tl E5 2450498 530 B0l Sl TI0AES BE SENN4E1 145
Mernergah, Usaha Eeal, Dan Umba |dari Irdormasl ke Formal
Mikra fLiiten] Fertumbuian Wirausia liwa% 12000 14000 szoom | 16000 enooomo| 12000 | srsoo0om 20000 roooooood| 22000 70,000 0ock
2.17.07.101 Permnberdayaan Usaka Kool yang lumiah wba edl menengah yang Uit Uk -
chlakukan Melalu Perdataan, dinerdayakan
Eermitraan, Kemudahan Perijinan,
Perguatan Kelemibagaan dan
Hoordirusl Dengan Fara Pemangiu
Kepentingan
217071011001 Bk emisangian U Jurmiah Uit Uiaka UMEM yang Tanggun dan | Unit Usaiha i1 =00 50000 000 -] =000 00| &0 BT 000000 -] 00000 200 &0 T0.000 000y
writun Bengadl Usaha yang Tangguh  |Mandin Sefengga dapat Merenghatikan
cain Mandei Sehingga dapat Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan
Merirghatian Pendptaan Wagargan (Pendagatan, Pertumidnan ERcnomi, dan
Eerja, Pemerataan Pendapatan, Pergentasan Eamiskinan
Perturmbranan Exanomi, dan
Pergertasan
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TARGET CAPAIAN KINERIA PROGRAM DAMN KERANGKE PENDANAAN

PROGRAM, VEGIATAN/SUE KONDE] AWAL
KDDE INDIATOR SAT o] T s piori] 030
KECIATAN [riars]]
TARGET Ap TARGET ap TARGET ap TARGET p TARGET Ap
E1T.07.1.01.1.002 Penirgiatan Pemaiaman dan lumiah 500 yarg Mematami Pengetainan Org 40 ] SI0O00 000 1000 TOLID00 D0 1100 S0O00O00) 1m0 EE0O00000) 1300 10000 0008 00N
Pergetaiuan UMEM soria Kapasias |UEM dan Eewirawsahaan
dan Kompetensh S00 UBAEM dan
Kewirausahaan
217071011003 Permriiingn Uainadaihg Koo lumiah Ukaira Keol yang Teraslitas Uit Uaina 151 LEE] B 00000 000 LLE] B 500000 000 LLE] 5 00 Q00000 TS B SO0 000 000 TS 5 S0 000 000y
17071001005 Peryusuran Basis Data Usaha Bedi  |lumiah Unit Uk Bedl Terdata Uit Ui 1538 1144 EEOOO0OO0) 1eE0 ETE000.000 1155 SOOOO0O00|  3eal SOOO00O0]  4.15E S0 0080 DY
21707101100 Peripediaan Tempat Pramos dan lumiah Ukaina Kol yang terasiitaz Uit Uaina biii] 1=0 00000 ) 155 50000 (00| 150 TE0000L000| 1e0 TE0.000 000 1e0 TH0.000 000y
Pergembangan Usaha fedl pada
irrastruiior Publil
117.07.1011010 Fagilitas Hak Eskayaan intelekval | lumiah Uana Eedl yang tertslitas Uit Umira 50 000 0O 00 =0 1700000 000 50 10000000 =0 142 T10 429 =0 140 0000 000y
Usaha Bl
117.07.1011011 Fagilitas Sertitkast dan Standardsas| umiah Uana Esdl yang tertslitas Uit Umira 12 50 50000 00| =0 2T5000 000 50 50000000 =0 250000 000 =0 250000 000y
Usaka
170710110012 Peridinan Bnsaha bagi Uara Bxdl  |lumiah Uaba Eedl yang Terlsiitas Uit Ui 1% 22151118 blos] 133233721 1 130458 550 1 TE00000. 000 blus] 130451 ]-1-5.'
LI1T.0E Program Pengemmangan Umkm Propoesh UEM Meralin Kemitraan dan Ekspor (% mn 5 1E8RRI0ET | 30 153513168 L3ELTIE 11240 LATLEIRITI 45 2345.]1:6?.“{
L1T0E.10L] Pergembangan Usaia Kedl dengan  |lumiah uaka kedl yang deemiangkan Uit Usaba P el 1535533 680 IIEITIELL 23TIEME1T2 2345106 238
Orientas Peningkatan Skala Vs
Bergad Usaha Menengah
21708 1011001 lumiah Uit Usaha UMEM yarg Mendagatian | Unit Usaka 1o =0
Produis dan Pergolakan, Pemasinan, | kb ¥ 1
Fasilitas s dan Pengolakan, Pemasan
Sumiber Caya Marnsia, seria Desin Peng iy % 0000000 110 30000 000 1M SIT.TIEIL 2 337370355 il 450 Tal Me
Ty Sumiber Daya Mamela, Serta Desin dan
dar Texnalogi
Tekroiogi
21708 100100 Peringhatan Pemakaman dan ong 515 F)
i, ki " t I - I L 5
PN T L IR FASARERY PO st s 00000000 110 210,000 000 o 10 000 000 210 210000 000 0 200 000 000
Barviuan Peryelesaian Perkara bagl  Hukum
Pelaku L
217021011003 Pergemisangan Usaha Kedl lumiah Usaha Kedl yang Terbsiinas Uit Usaka 1 o S 530 T67 2] S0 000 000 ] 430 000000 1000 420 000000 1100 458 143 550
LITOE 101100 Fasilitash Pergeminangan inkubasi L g &
oy "8 lumiah bnkubator yarg Terbsilinas ¥ 400000 000 H JEQLDO0LD00 1 FE0LD00 000 (1] 3EE 000000 10 00000 000
Serara Terpadu dan Berfergang
217081011005 Perambiahan dan Pergemtangan Org 5 120
" gk Wiraumina yang Ditasilitas 400000 000 pive JEQLD00 D0 Elnx] FE0LD00000 3z0 E0L000 000 450 000080 000
Fewiraumhaan
TR Fasilitasi Inkubator Usaba Kedl luriah Usaba Kexil yang Terbsiitas . 22 430,000,000 0 436533650 = 355,000,000 = 373155817 = 000,000
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Selain program, kegiatan dan sub kegiatan
diatas, Dinas Koperasi, UKNM Provinsi Sumaterxra
Barat sebagai salah satu perangkat daerah yang
mendukung pencapaian indicator tujuan kepala
daerah juga memiliki program, kegiatan dan sub

kegiatan prioritas yang mendukung program

prioritas

rembangunan

kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah :

Program/XKegiatan/Sub Kegiatan Mendukung

Tabel 4.2

Program Prioritas Pembangunan Daerah

Taoajuan/Sa Outco (Program/XKegiata Program
saran me n/Sub Kegiatan Unggalan
Prioritas
MTuajoaan : Meningk I Program : Memfasilitas
Nagari/IDes atnya Pemberdayaan idan
a Sebagai Ixapasita Usaha VMIiendorong
Basis s usaha VMienengakh, BUNMNaAag
HKemajuan |[Kkecil Usaha Kecil, sebagai
Yang vang Dan Usaha Pengzgeralk
VEandiri angguh VMlikro (auasaha Elkonomi
IDan an Ixecil) Nagari
Berdaya mandiri HKegiatan :
Saing Pemberdayaan
Untulk Usaha Kecil
Mendukung vang dilakulkan
HKota melaluwi
Sebagai Pendataan,
Pusat :Pext Kemitraan,
uumbbuhan HKemudahaan
Sasaran : Pexrjanjian,
Meninglkatn Penguatan dan
Va Koordinasi
kkemandiria I dengan para
1o I  pemanglku
esa/mnagari Suab KXegiatan :
Eerbasis enumbuhkem
otensi angkan UMKINVL
lokal untulk Menjadi
Usaha yang
MTangsuh dan
IVEandiri
Sehingzga dapat
VMeninglkatkan
Penciptaan
Lapangan Kexrja,

daerxrah. Program,
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Taoajuan/Sa Outco (Program/XKegiata Program
saran me n/Sub Kegiatan Unggalan
Prioritas
Pemerataan
Pendapatan,
Pertumbuhan
Elkonomi, dan
Pengentasan
Kemiskinan
IProgram :
Pengembangan
U IVI K IVL
HKegiatan :
Pengembangan
Usaha Kecil
engan
rientasi
Peningkatan
Skala Usaha
menjadi Usaha
VMienengakh
Suab Kegiatan :
Pengembangan
Usaha Xecil
MTajaan : Meningk I Program : Akselerasi
MTerwujudn atmnya Pengembangan Capaian
Va }daya usaha kkecil Program
Pertumbuh saing HKegiatan : Milenial dan
an Elkonomiusaha Pengembangan Women
Daexrah Ixecil Usaha Kecil Entrepreneu
vang engan x
Inklusif, rientasi
Berdaya Peningkatan
Saing, dan Skala Usaha
Berkelanjut menjadi Usaha
an melaluai I Menengah
Penguatan I Sub Kegiatan :
Perdaganga Pengembangan
mn, Investasi, Usaha Keci
Industri, IProgram :
an Inovasi Pemberdayaan
Sasaran : Usaha
VMiendorong VMienengakh,
Ppertumbuha Usaha Kecil,
n usaha Dan Usaha
Ixecil dan Milkro (usaha
industri Ixecil)
Ixecil- HKegiatan :
menengalkh Pemberdayaan
sebagai Usaha Kecil
ilax vang dilakulkan
Ixonomi melalui
aexrah Pendataan,
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Saran

Outco
me

Program /Kegiata
n/Sub XKegiatan
Prioritas

Program
Unggalan

emitraan,
emudahaan
erjanjian,
enguatan dan
ocoordinasi
engan para
emanglku
Suab Kegiatan :
enumbuhkem
angkan UNMKINVI
untulk Menjadi
Usaha yang
MTangzsuh dan
VEandiri
Sehingzsa dapat
Meningkatkan
Penciptaan
Lapangan Kexrja,
Pemerataan
Pendapatan,
Pertumbuhan
Elkonomi, dan
Pengentasan
Kemiskinan

MTuajuan :
Pariwisata
Yang
Berdaya
Saing dan
Akselerasi
Elkonomi
Kreatif
ntulx
Pertumbuh
an yang
Berkelanjut
an

Sasaran :
Peninglkata
b o ¥
Kontribusi
Elkonomi
Ikxreatif

Meninglk
atnya
kkxapasita
s usaha
kxecil
yang
angzsuah
an
mmandiri

I Program :
Pemberdayaan
Usaha
VMienengakh,
Usaha XKecil,
Dan Usaha
MHilkro (usaha
Ixecil)
HKegiatan :
Pemberdayaan
Usaha Kecil
vang dilakulkan
melalui
Pendataan,
KKemitraan,
Kemudahaan
Pexrjanjian,
Penguatan dan
Koordinasi
engan para
emanglku
Suab Kegiatan :
enumbuhkem
angkan UNMKINVIL
tuk Menjadi
saha yang

Penguatan
Potensi
Wisata Halal
dan
Penguatan
Pelalku
Usaha
Pariwisata
dan
Elkonomi
Kreatif
dengan
Sertifikasi
HKompetensi
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Taoajuan/Sa Outco (Program/XKegiata Program
saran me n/Sub Kegiatan Unggalan
Prioritas
MTangzsuh dan
VEandiri
Sehingzsa dapat
Meninglkatkan
Penciptaan
Lapangan Kexrja,
Pemerataan
Pendapatan,
Pertumbuhan
Elkonomi, dan
Pengentasan
Kemiskinan
MVMeningk | I Program : Penguatan
atnya Pengembangan Potensi
}daya usaha kecil Wisata Halal
saing HKegiatan : dan
usaha Pengembangan Penguatan
Ixecil Usaha Kecil Pelaku
engan Usaha
rientasi Pariwisata
Peningkatan dan
Skala Usaha Ekonomi
menjadi Usaha Kreatif
Vienengakh dengan
Suab Kegiatan : Sertifikasi
Pengembangan Kompetensi
Usaha Kecil
a4 2=, Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan indikator
kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung
kinerja vang akan
Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

menunjuklkan dicapai

sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian

tujuan dan sasaran RPJIJNMD Z20Z25-2030.
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Indikator kinerxrja preranglkat daerah vang
mengacu pada tujuan dan sasaran RPJIJMD

disajilkkan melalui tabel 4.3 dan 4.4 berikut ini :

Tabel 4.3
Target Keberhasilan Pencapaian
Indikator XKinerja Utama (IXKU) Renstra Perangkat
Daerah
Tahun 2025 - 2029

No. Indikator |Sat| Base Target Xon
Kinerxrja lime disi
Utama (XIXUO) 20= Akhi
3) r
20 20 | 20 | 20 | 20
26 227 | 28 | 29 | 30
1 | Rasio volume % 1,24 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,7 (1,795
usaha S 3 7 D 95
kkoperasi
terhadap
PDREB
2 | Rasio % | 3,90 4,0 4.1 4,3 4,4| 5,0 5,04
Kewirausaha 3 4 O 3 4
an
3 | Persentase % 25,1 | 25, 26, 271, | 2SS, 29 29
kkoperasi S 95 | 71O | 25 | 65
berkualitas
4 | Proporsi % | 2,69 | 2,7 | 2,7 | 2,7 2,7 3,3 | 3,34
usaha kecil oS = 4 S 4
dan
menengah
non pertanian
Prada level
proponsi

Tabel 4.4
Target Keberhasilan Pencapaian
Indikator Kinerja Kunci (JXKXK) Renstra Peranglkat
Daerah
Tahun 2026 - 2029

N Indikator S Base Target Xond

O. XKinerja at line isi
Utama 20 20| 20 20 20 | 20 | AXkhi
(@0 :q0p =o5) 26| 27 | 28 | 29 | 30 »r
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N Indikatox S Ease Taxrget XXond
O. Xinerxrja at 1ine isi
1. Rasio % 3,90 4, 4,1 4.3 4.4|5.0 5,04
Kewirausaha O3 7 O 3 4
an Daexrah
2. Rasio Yolume| % 1,24 1,2 1.3 1,371,441 1,7 | 1,795
Usaha S 3 95
Koperasi
terhadap
PDREB
3. Proporsi % | 2,69 2,7 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | &2,7165
Jumlah oS | =2 35 S 65
Usaha XKecil
dan
VMienengah
4. Persentase % |285,.195|295, 26, | 27, 2SS, 29 29
Ikxoperasi 95| 719 | 25 | 65
Joerkualitas
S Pertumbuhan| % 1,23 1,51, 73 2 |2,2 | 2,5 2,5
WVYolume S
Usaha
KHKoperasi
6 Persentase % 4O 7S | 1S 822 | 85 | 88 SsS
Pengawasan
dan
Pemeriksaan
HKoperasi

7 Persentase % | 59,7 61, 62, 63, 64, 65, 65,13
HKoperasi be] 9 S6 | 716 | 13
Aktif
S Persentase % SO S5 90 92 94 | 95 95
Koperasi
yang
Diberilkkan
Dukungan
Fasilitasi
Pelatihan
9 Persentase % 1,26 1,6 2,4 | 2,7 3,0 | 3,7 3,7
Peninglkatan 3 b § S S
Koperasi
Yang
Berkualitas
10 Persentase % S S S S S S S
peninglkatan
usaha kecil
vang sudakh
memililxi
legalitas
usaha

11 Pertumbuhan| % (33 6.1 6.1 6.2 6.4 6.5 6.53
Wirausaha 3 O =2 3
122 Proporsi % 1,44 1,7 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 2,65
UK IVL S  § e 3 S S
VMienjalin
|
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N Indikatox S Ease Taxrget XXond
O. Xinerxrja at 1ine isi
Kemitraan
dan Ekspor
13 Persentase % 100 10 100100100100 100
kkxetercapaian O
Ppenunjang
Urusan
Ppemerintahan
daexrah
rowvinsi
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BAB Y

PENUTOUOP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas
XKoperasi, UKNM Provinsi Sumatera Barat
disusun mengacu kepada Rencana
Pembangunan Jangka Menengan Daerxrah
Provinsi Sumatera Barat Tahun Z2O2Z2S - 2029.
Dalam pencapaian Rencana Strategi 5 (dima)
tahun kedepan Dinas XKoperasi, UKL
mengacu kepada rencana target yang telah
disusun dalam RPJINMD.

Rencana Strategis Z2025-2029 ini memuat
pokok-pokok capaian dan evaluasi kinerxrja
Ppada tahun tahun sebelumnya, penetapan isu-
isu strategis berdasarkan penetapan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerakh
(RPJINVID) Tahun Z2025-2029 yang kemudian
dijabarkan dalam strategi kebijalkan dan
program kegiatan Dinas untulk lima tahun ke
depan. Renstra ini disusun dan disajikan
secara ringkas dengan harapan agar dapat
memberikan informasi yang cukup memadai
mengenai rencana pemberdayaan koperasi
dan UNMEKM di Provinsi Sumatera Barat pada
tahun 2025 - 2030

Dalam Rencana Stragtegis Tahun Z026-

2029 yang memuat arah, rencana kerxrja,
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kebijakan, program dan kegiatan serxrta
indicator kinerxrja rembangunan urusan
XKoperasi dan UXNM yang disusun dengan
berbasi kinerja, sesuai dengan tugas pokolk
dan fungsi dari Dinas Xoperasi, UXN
Provinsi Sumatera Barat. Xedepan arah
remberdayaan KUKM diharapkan benar-
benar memnyentuh pemberdayaan KUKN
dengan kondisi alokasi anggaran yang sangat

terbatas.
S.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan
pencapaian tuyjuan dan sasaran perangkat
daerah, terdapat kaidah-kaidah pelaksanaan
sebagai berikut:

1. Setiap unit kexrja yaitu secretariat, bidang-
bidang, UPTD dan seluruh staf Dinas
XKoperasi, UKNM Provinsi Sumatera Barat
secara bersama sama bertangsungjawab
menjaga konsistensi antara Renstra, Renja

dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Z. Untukk menjaga efektifitas dan efesiensi
ppelaksanaan Renstra 2025 — 2029 akan
dilakukan rengendalian dan evaluasi

secara berkala

S.2. Pengendalian dan Evaluasi
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Pelaksanaan Renstra FPerangkat Daerah
vang Meliputi Pengendalian dan Evaluasi
Terhadap Xebijakan Renstra FPerangkat
Daerah, dan Ewvaluasi terhadap Hasil
Renstra Perangkat Daerah
Pengedalian dan evaluasi pelaksanaan
Renstra merupakan serangkaian proses
remantauan dan prenilaian sistematis
terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.
Tujuannya adalah untulk memastikan
tercapainya target kinerxrja serxrta
mengidentifikasi hambatan lebih awal untulk
mengamlbil tindakan prerbaikan dengan
harapan hasil pembangunan sesuai dengan
sasaran OPD.
Beberapa tahapan dalam pelaksanaan dan
evaluasi Renstra adalah sebagai berikut:
1. Tahapn Pengendalian Renstra
Pada tahap ini pengendalian dilakukan
secara terus menerus selama periode
prelaksanaan rencana untuk menjamin
proses berjalan sesuai arah kebijakan.
2. Tahapan pemantauan Renstra
Dalam tahap pemantauan ini pelaksanaan
program, renyerapan angsaran serxrta
kendala dalam prelaksanaan program
menjadi focus pemantauan.
3. Tahapan evaluasi Renstra
Pada tahapan evaluasi ini dilakukan
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Prenilaian atas pencapaian target kinerxrja

keluaran (output), dan hasil (outcome)

serta menganalisi factor pendukung dan
renghambat

]
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Lampiran 1

Meta Data Indikator Kinerja Renstra 2025-2029

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Nama Indikator

Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)

Definisi

Rasio volume wusaha koperasi terhadap PDRB merupakan
perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing-
masing daerah. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan
atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan
pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. PDRB
merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit
usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai
barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.
PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang
dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap
tahun.

Metode
Perhitungan

Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB = Vol Usaha Koperasi Daerah x 100%
PDRB

Interpretasi

Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB,
merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap
perekonomian daerah tersebut.

Sumber Data

e Volume usaha koperasi daerah: ODS Koperasi. Kementerian
Koperasi dan UKM.

o PDRB: PDRB Seri 2010. Badan Pusat Statistik.

Frekuensi

Tahunan

Nama Indikator

Rasio Kewirausahaan

Definisi

Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah
orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah
dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama.
Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha
atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang
buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk
angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih)
yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja
dan pengangguran.

Rumus Perhitungan

Rasio Kewirausahaan Daerah = x 100%

Berusaha dibantu buruh tetap Daerah
Total Angkatan Kerja Daerah

Interpretasi

Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan
adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja
tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh
tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para
pengusaha.

Sumber Data

- Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)




* Badan Pusat Statistik
Frekuensi - Sakernas dilaksanakan dua kali dalam setahun (Februari dan
Agustus).
* Perhitungan untuk indikator merujuk pada Sakernas bulan
Agustus.
Nama Indikator Persentase Koperasi yang Berkualitas
Definisi Persentase Koperasi yang Berkualitas adalah ukuran yang

menggambarkan proporsi jumlah koperasi yang memenubhi kriteria
berkualitas (Koperasi RAT dengan asset dan omset meningkat)
tertentu dari satu periode waktu ke periode waktu berikutnya dalam
suatu wilayah (misalnya, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional).
Indeks ini mencerminkan keberhasilan upaya pembinaan dan
pengembangan koperasi dalam meningkatkan kualitas organisasi,
usaha, dan kontribusinya.

Rumus Perhitungan
g % Kop Berkualitas = Jml Kop RAT, meningkat Asset dan omset x 100%

Jml Total Koperasi

Keterangan

e Jumlah Koperasi RAT, meningkat Asset dan Omset = jumlah
koperasi yang telah melaksanakan RAT serta meningkat Asset
dan Omsetnya

e Jumlah Total Koperasi = jumlah seluruh koperasi provinsi dan
koperasi kab/kota

Interpretasi Nilai positif menunjukkan adanya peningkatan jumlah koperasi yang
berkualitas dilihat dari peningkatan asset dan omset. Semakin tinggi
nilai positif, semakin besar tingkat peningkatannya. Nilai negatif
menunjukkan penurunan jumlah koperasi berkualitas.

Sumber Data Survei atau Audit Kinerja Koperasi
Frekuensi Tahunan
Nama Indikator Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah
Definisi Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah merupakan perbandingan

jumlah unit usaha kecil dan menengah terhadap seluruh unit usaha
pada tahun yang sama. Skala usaha kecil dan menengah didasarkan
pada peraturan PP No. 7 tahun 2021. Dalam RPJMN 2025-2029,
disepakati pendekatan perhitungan proporsi jumlah usaha kecil dan
menengah yang paling representatif dan feasible dari sisi ketersediaan
data tahunan tanpa lag sampai tingkat provinsi adalah menggunakan
data Sakernas melalui pertanyaan status pekerja, omzet (proxy
pendapatan bersih), dan jumlah tenaga kerja.

Rumus (Pelaku usaha dengan omzet: 2 < omzet <= 50 miliar dan berstatus
Perhitungan berusaha sendiri atau berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja
keluarga/tidak dibayar atau berusaha dibantu buruh tetap dan
dibayar + Pelaku usaha dengan omzet <= 2 miliar dan berstatus

berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar dengan jumlah tenaga = —
kerja sektor pertanian sebanyak 3-26 orang atau sektor non-
pertanian sebanyak 3-22 orang)/Jumlah total Berusaha




Interpretasi

¢ Nilai Tinggi: Menunjukkan bahwa usaha kecil dan menengah di
provinsi tersebut memiliki peran yang dominan dalam struktur
UMKM.

e Nilai Rendah: Mengindikasikan bahwa sebagian besar UMKM di
provinsi tersebut di dominasi oleh usaha mikro. Hal ini mungkin
menunjukkan ketergantungan ekonomi pada sektor primer.

Sumber Data

Data Sensus Ekonomi

Survei Usaha Tahunan/Bulanan

Data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi
Data Kementerian Koperasi dan UKM RI
Data Kementerian Koperasi Rl

Data Kementerian UMKM RI

Data Pajak/Perizinan Usaha

Frekuensi

Tahunan

Nama Indikator

Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi

Definisi

Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi adalah ukuran persentase
perubahan total nilai transaksi usaha yang dilakukan oleh seluruh
koperasi dalam suatu wilayah (misalnya, kabupaten/kota, provinsi,
atau nasional) selama periode waktu tertentu (biasanya satu tahun).
Volume usaha mencerminkan total nilai kegiatan ekonomi yang
dilakukan koperasi, yang dapat meliputi pendapatan dari penjualan
barang/jasa, pemberian pinjaman, simpanan anggota, dan transaksi
usaha lainnya. Indikator ini mengindikasikan tingkat ekspansi atau
kontraksi aktivitas ekonomi koperasi secara agregat.

Rumus
Perhitungan

Pertumbuhan Vol Usaha Koperasi = ( Vol Usaha Kop tahun ini — Vol Usaha Kop Tahun Lalu ) x 100%
Vol Usaha Kop Tahun Lalu

Keterangan :

e Volume Usaha Tahun Ini = nilai atau jumlah volume usaha koperasi
pada tahun yang sedang dihitung.

e Volume Usaha Tahun Lalu = nilai atau jumlah volume usaha
koperasi pada tahun sebelumnya (tahun dasar)

Interpretasi

Nilai positif menunjukkan pertumbuhan volume usaha koperasi.
Semakin tinggi nilai positif, semakin besar tingkat pertumbuhannya.
Nilai negatif menunjukkan penurunan volume usaha koperasi
(kontraksi). Semakin rendah nilai negatif, semakin besar tingkat
penurunannya. Nilai nol menunjukkan tidak ada perubahan volume
usaha.

Sumber Data

Badan Pusat Statistik (BPS) dan data diolah oleh Dinas Koperasi, UKM
Prov. Sumbar

Frekuensi

Tahunan

Nama Indikator

Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi




Definisi

Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi adalah ukuran
yang menggambarkan proporsi koperasi yang telah melaksanakan
RAT dan dilakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan oleh pihak
berwenang (Dinas Koperasi dan UKM) dalam periode waktu tertentu
(biasanya satu tahun).

Rumus
Perhitungan

Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi = ( Jumlah Kop yang Diperiksa dan diawasi ) x 100%
Jumlah Total Koperasi yang telah RAT

Keterangan :

e Jumlah Koperasi yang telah RAT yang Diperiksa dan Diawasi =
jumlah koperasi yang telah RAT yang sudah dilakukan pengawasan
dan pemeriksaan selama periode tertentu.

e Jumlah Total Koperasi yang telah RAT = jumlah seluruh koperasi
aktif yang telah RAT yang terdaftar dalam wilayah yang dihitung.

Interpretasi

Semakin tinggi nilai, semakin besar proporsi koperasi yang telah RAT
yang telah diawasi dan/atau diperiksa, yang diharapkan berkorelasi
dengan tingkat kepatuhan dan kesehatan koperasi yang lebih baik
secara keseluruhan.

Sumber Data

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi

Frekuensi

Tahunan

Nama Indikator

Persentase Koperasi Aktif

Definisi

Persentase Koperasi Aktif adalah ukuran yang menggambarkan
proporsi jumlah koperasi yang masih menjalankan kegiatan usaha
dan memenuhi persyaratan keanggotaan serta pelaporan terhadap
jumlah total koperasi yang terdaftar dalam suatu wilayah (misalnya,
kabupaten/kota, provinsi, atau nasional) pada periode waktu tertentu
(biasanya akhir tahun). Indikator ini mencerminkan tingkat vitalitas
dan keberlangsungan organisasi koperasi secara keseluruhan di
suatu wilayah.

Rumus
Perhitungan

Persentase Koperasi Aktif = Jumlah Koperasi yang Aktif x 100%
Jumlah Total Koperasi

Keterangan :

e Jumlah Koperasi yang Aktif = koperasi yang sedang beroperasi
dan menjalankan kegiatan sesuai dengan tujuan dan peraturan
yang berlaku

e Jumlah Total Koperasi = jumlah seluruh koperasi yang terdaftar
dalam wilayah yang dihitung, baik yang aktif maupun yang tidak
aktif.

Interpretasi

Semakin tinggi nilai, semakin besar proporsi koperasi yang aktif dan
produktif di suatu wilayah, yang mengindikasikan sektor koperasi
yang lebih sehat dan berpotensi memberikan kontribusi lebih besar
terhadap perekonomian dan kesejahteraan anggota.

Sumber Data

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi/Kabupaten/Kota

Frekuensi

Tahunan




Nama Indikator

Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi
Pelatihan

Definisi

Persentase Koperasi yang diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan
adalah ukuran yang menggambarkan tingkat upaya dan sumber
daya yang dialokasikan untuk memfasilitasi pelatihan bagi target
sasaran dalam suatu wilayah (misalnya, kabupaten/kota, provinsi,
atau nasional) selama periode waktu tertentu (biasanya satu
tahun).

Rumus Perhitungan

% Koperasi yg Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan = Jml Koprasi yang Mendapatkan Pelatihan x 100%
Jml Koperasi aktif

Keterangan :

e Jumlah Koperasi yang Mendapat Pelatihan = jumlah koperasi
yang telah mengikuti pelatihan atau pembekalan.

e Jumlah koperasi aktif = koperasi yang sedang beroperasi dan
menjalankan kegiatan sesuai dengan tujuan dan peraturan yang
berlaku.

Interpretasi

Nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat dukungan fasilitasi
pelatihan yang lebih baik.

Sumber Data

Data Anggaran Pemerintah

Frekuensi

Tahunan

Nama Indikator

Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas

Definisi

Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas adalah ukuran
yang menggambarkan proporsi peningkatan jumlah koperasi yang
memenubhi kriteria kualitas (Koperasi RAT dengan asset dan omset
meningkat) tertentu dari satu periode waktu ke periode waktu
berikutnya dalam suatu wilayah (misalnya, kabupaten/kota, provinsi,
atau nasional). Indikator ini mencerminkan keberhasilan upaya
pembinaan dan pengembangan koperasi dalam meningkatkan
kualitas organisasi, usaha, dan kontribusinya.

Rumus Perhitungan

% Peningkatan Kop yang Berkualitas = ( Jml Kop yang Berkualitas Thn ini —Jml Kop yang Berkualitas Thn Lalu) x 100%
Jml Kop yang Berkualitas Thn Lalu

Keterangan :

e Jumlah Koperasi Berkualitas Tahun Ini = jumlah koperasi yang
memenuhi standar kualitas yang ditetapkan pada tahun berjalan.

e Jumlah Koperasi Berkualitas Tahun Lalu = jumlah koperasi yang
memenuhi standar kualitas yang ditetapkan pada tahun
sebelumnya.

Interpretasi

Nilai positif menunjukkan adanya peningkatan jumlah koperasi yang
berkualitas. Semakin tinggi nilai positif, semakin besar tingkat
peningkatannya. Nilai negatif menunjukkan penurunan jumlah
koperasi berkualitas.




Sumber Data

Survei atau Audit Kinerja Koperasi

Frekuensi

Tahunan

Nama Indikator

Persentase Peningkatan Usaha Kecil yang sudah memiliki
legalitas usaha

Definisi

Persentase Peningkatan Usaha Kecil yang sudah memiliki legalitas
usaha adalah ukuran yang menggambarkan proporsi Usaha Kecil
(UK) yang sebelumnya beroperasi secara informal (tidak memiliki
izin usaha yang sah dan/atau tidak terdaftar secara resmi) dan
kemudian berhasil bertransformasi menjadi formal (memiliki izin
usaha yang sah dan terdaftar secara resmi) dalam periode waktu
tertentu (biasanya satu tahun). Indikator ini mencerminkan
keberhasilan upaya pemerintah dan/atau lembaga terkait dalam
memformalkan sektor UK, yang diharapkan dapat meningkatkan

akses mereka terhadap berbagai layanan dan peluang
pengembangan.
Rumus Perhitungan | - "~
Usaha Kecil yang
memiliki legalitas usah = ( Jml UK memiliki legalitas usaha Thn ini —Jml| UK memiliki legalitas usaha Thn Lalu) x 100%
Jml UK memiliki legalitas usaha Thn lalu
Keterangan

e Jumlah Usaha Kecil memiliki legalitas Tahun Ini = jumlah usaha
kecil yang sudah terdaftar secara resmi dan memenubhi
persyaratan hukum (misalnya memiliki izin usaha, NPWP, PKP,
dsb.) pada tahun ini.

e Jumlah Usaha Kecil memiliki legalitas Tahun Lalu = jumlah usaha
kecil yang sudah terdaftar secara resmi dan memenubhi
persyaratan hukum (misalnya memiliki izin usaha, NPWP, PKP,
dsb.) pada tahun lalu.

Interpretasi

Semakin tinggi nilai, semakin besar proporsi UK yang memiliki
legalitas usaha yang berhasil bertransformasi menjadi formal, yang
menunjukkan keberhasilan upaya formalisasi.

Sumber Data

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi/Kabupaten/Kota

Frekuensi

Tahunan

Nama Indikator

Pertumbuhan Wirausaha

Definisi

Pertumbuhan Wirausaha adalah ukuran persentase perubahan
jumlah wirausahawan atau unit usaha baru yang didirikan oleh
wirausahawan dalam suatu wilayah (misalnya, kabupaten/kota,
provinsi, atau nasional) selama periode waktu tertentu (biasanya
satu tahun). Indikator ini mencerminkan tingkat perkembangan dan
dinamika ekosistem kewirausahaan serta minat dan aktivitas
masyarakat dalam memulai usaha baru.

Rumus Perhitungan

Pertumbuhan Wirausaha = ( Jml Wirausaha Thn ini —Jm| Wirausaha Thn Lalu) x 100%

Jml Wirausaha Thn Lalu




Keterangan

e Jumlah Wirausaha Tahun Ini = jumlah total wirausaha yang
terdaftar atau tercatat pada tahun ini.

e Jumlah Wirausaha Tahun Lalu = jumlah total wirausaha yang
terdaftar atau tercatat pada tahun sebelumnya

Interpretasi

Nilai positif menunjukkan pertumbuhan jumlah wirausahawan/unit
usaha baru. Semakin tinggi nilai positif, semakin besar tingkat
pertumbuhannya. Nilai negatif menunjukkan penurunan jumlah
wirausahawan/unit usaha baru. Nilai nol menunjukkan tidak ada

perubahan.

Sumber Data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM)

Frekuensi Tahunan

Nama Indikator

Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor

Definisi

Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor adalah ukuran yang
menggambarkan persentase Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
aktif yang secara bersamaan menjalin kemitraan usaha dengan
pihak lain (usaha besar, sesama UKM, koperasi, atau pihak lainnya)
dan melakukan kegiatan ekspor produk/jasa ke pasar internasional
dalam periode waktu tertentu (biasanya satu tahun). Indeks ini
mencerminkan tingkat integrasi UKM dalam rantai nilai yang lebih
luas dan partisipasi mereka dalam perdagangan global.

Rumus Perhitungan

Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor = Jml UKM yang Menjalin Kemitraan dan Ekspor x 100%
Jml Total UKM

Keterangan :

e Jumlah UKM yang Difasilitas Menjalin Kemitraan dan Ekspor =
jumlah UKM yang terlibat dalam kemitraan dengan perusahaan
besar, pemerintah, atau mitra lainnya serta yang melakukan
kegiatan ekspor.

e Jumlah Total UKM = jumlah keseluruhan UKM yang ada di
wilayah yang dihitung (baik yang menjalankan kemitraan atau
ekspor maupun yang tidak).

Interpretasi

Semakin tinggi nilai, semakin besar proporsi UKM aktif yang terlibat
dalam kemitraan dan ekspor secara bersamaan, yang
mengindikasikan tingkat integrasi dan daya saing global yang lebih

tinggi.

Sumber Data

Badan Pusat Statistik (BPS)

Frekuensi

Tahunan




Lampiran 2

Identifikasi Risiko Strategis

Dinas Koperasi, UKM Tahun 2025-2029

No. Tujuan / Indikator Risiko Sebab C/uc Dampak
Sasaran Kinerja Uraian Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak
Strategis yang

Terkena
| Tujuan :
Meningkatnya
kontribusi
koperasi dan
UMKM dalam
mendorong
pertumbuhan
ekonomi
1 Sasaran : Persentase | Tidak efektifnya Kepala Dinas | Kegagalan dalam Kepala C Menghambatnya | Koperasi
Meningkatnya koperasi pencapaian Koperasi, mengembangan Bidang perkembangan dan
produktivitas berkualitas tujuan koperasi UKM usaha serta koperasi anggota
koperasi melayani anggota sehingga banyak | koperasi
serta koperasi yang
mati suri
Terbatasnya Kepala Dinas | Kurangnya Kepala C Pengelolaan Koperasi
sumber daya Koperasi, pemahaman dan Bidang koperasi yang dan
yang kompeten UKM kompetensi kurang anggota
pengelola dan profesional koperasi
pengurus
Modal usaha Kepala Dinas | Partisipasi dan Kepala C Koperasi tidak Koperasi
yang rendah Koperasi, kesadaran anggota | Bidang dapat dan
UKM yang rendah mengembangkan | anggota




No. Tujuan / Indikator Risiko Sebab Cc/uc Dampak
Sasaran Kinerja Uraian Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak
Strategis yang

Terkena
sehingga sulit usahanya koperasi
mengumpulkan
modal dari
simpanan anggota

Kurangnya Kepala Dinas | Banyaknya Kepala C Koperasi Koperasi
inovasi dan Koperasi, koperasi yang Bidang tertinggal dan dan
adaptasi menjalankan bisinis tidak mampu anggota
teknologi secara berkembang koperasi
konvensional dan secara optimal
enggan
meninggalkan cara
kerja yang tidak
kompetitif.
Rendahnya Kepala Dinas | Belum optimalnya Kepala C Menghambat Koperasi
transparansi dan | Koperasi, pemanfaatan Bidang pertumbuhan dan | dan
akuntabilitas system informasi keberlanjutan anggota
dalam pengelolaan koperasi koperasi
koperasi
Rendahnya Kepala Dinas | Kurangnya Kepala C Koperasi Koperasi
tingkat Koperasi pengawasan Bidang mendapatkan dan
kepatuhan kepada koperasi sanksi anggota
terhadap regulasi koperasi
Daya saing Kepala Dinas | Produk dan layanan | Kepala C Koperasi sulit Koperasi
Koperasi rendah | Koperasi yang tidak Bidang berkembang dan
kompetitif anggota

koperasi




distribusi

konsumen

No. Tujuan / Indikator Risiko Sebab Cc/uc Dampak
Sasaran Kinerja Uraian Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak
Strategis yang

Terkena

2 Sasaran : Proporsi Rendahnya Kepala Dinas | Kurangnya talenta Kepala C Produk kurang UKM

Meningkatnya Usaha Kecil | minat untuk Koperasi,UKM | digital dan literasi Bidang berdaya saing
produktivitas dan berinovasi, dan teknologi
UKM Menengah akses teknologi khususnya pada
Non kelompok ibu ibu
Pertanian dan Gen X
pada Level Keterbatasan akses | Kepala C Akses Pasar UKM
Provinsi ke perangkat dan Bidang terbatas
pendidikan
teknologl
Keterbatasan Kepala Dinas | Laporan keuangan | Kepala C Rendahnya UKM
akses Koperasi,UKM | yang kurang Bidang tingkat
permodalan memadai kepercayaan
Bank Non Bank
Persyaratan yang Kepala C Kurangnya minat | UKM
rumit dari lembaga | Bidang umkm
keuangan
Kurangnya Kepala Dinas | Latar belakang Kepala C Mempengaruhi UKM
keterampilan dan | Koperasi,UKM | pendidikan dan Bidang kinerja dan daya
manajemen pelatihan bisnis saing usaha.
bisnis yang terbatas
Keterbatasan Kepala Dinas | Kualitas produk Kepala C Produk kurang UKM
akses pasar dan | Koperasi,UKM | yang rendah Bidang diminati oleh




Lampiran 3

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian atas Risiko Strategis
Dinas Koperasi, UKM Tahun 2025-2029

Pemilik / Target Waktu
No Risiko Pengendalian yang Sudah Ada Rencana Tindak Pengendalian | Penganggung | Penyelesaian
Jawab
1 | Tidak efektifnya pencapaian Peningkatan kompetensi SDM Pembinaan kepada pengurus dan | Kepala Dinas 2030
tujuan koperasi Koperasi melalui bimtek dan anggota dalam rangka
pelatihan meningkatkan pemahaman
perkoperasian dan partisipasi
anggota
2 | Terbatasnya sumber daya yang Peningkatan kompetensi SDM 1. Mendorong pengurus Koperasi | Kepala Dinas 2030
kompeten Koperasi melalui bimtek dan untuk melibatkan generasi
pelatihan muda dalam pengelolaan
Koperasi
2. Melaksanakan bimtek/pelatihan
yang berkelanjutan bagi
pengurus
3 | Modal usaha yang rendah Fasilitasi terhadap akses 1. Meningkatkan fasilitasi bagi Kepala Dinas 2030
pembiayaan Koperasi untuk mengakses
pembiayaan ke perbankan
maupun non bank
2.  Meningkatkan fasilitasi
kerjasama dengan pihak
ketiga (BUMN/D, Swasta,
Koperasi lain, dsg)
4 | Kurangnya inovasi dan adaptasi Peningkatan kompetensi SDM 1. Melakukan kerjasama dengan | Kepala Dinas 2030
teknologi Koperasi melalui bimtek dan pihak ketiga untuk
pelatihan pendampingan inovasi dan
teknologi bagi koperasi.
2. Fasilitasi aplikasi keuangan




No

Risiko

Pengendalian yang Sudah Ada

Rencana Tindak Pengendalian

Pemilik /
Penganggung
Jawab

Target Waktu
Penyelesaian

bagi Koperasi

Rendahnya transparansi dan
akuntabilitas

Peningkatan kompetensi SDM
Koperasi melalui bimtek dan
pelatihan

Penguatan bagi Pengurus
Koperasi dalam hal
penyusunan laporan
keuangan melalui pelatihan
akuntansi yang intensif

2. Mendorong pengurus koperasi

untuk selalu memberikan
informasi keuangan koperasi
secara berkala kepada
anggota

3. Mendorong koperasi untuk

menyusun laporan keuangan
sesuai regulasi perkoperasian

Kepala Dinas

2030

Rendahnya tingkat kepatuhan
terhadap regulasi

Pengawasan terhadap Koperasi

Meningkatkan pengawasan
kepada koperasi

2. Melaksanakan sosialisasi

terkait regulasi perkoperasian

Kepala Dinas

2030

Daya saing Koperasi rendah

Peningkatan kompetensi SDM
Koperasi melalui bimtek dan
pelatihan

1. Mendorong koperasi untuk

mengembangkan produk dan
layanan

2. Mendorong Koperasi

memanfaatkan teknologi
digital

Kepala Dinas

2030

Terbatasnya sumber daya yang
kompeten

Peningkatan kapasitas SDM UKM
melalui pelatihan dan bimbingan
teknis

Mengadakan pelatihan dan
bimbingan teknis yang
berkelanjutan

Kepala Dinas

2029

Modal usaha yang rendah

Peningkatan akses pembiayaan
bagi UMKM melalui Bank dan Non

Mengadakan bimbingan teknis
dan sosialisasi serta kemitraan

Kepala Dinas

2029




Pemilik /

Target Waktu

No Risiko Pengendalian yang Sudah Ada Rencana Tindak Pengendalian | Penganggung | Penyelesaian
Jawab
Bank terkait akses perbankan dan non
perbankan
Pemberian kemudahan berupa Kepala Dinas 2029
subsidi bunga/margin
10 | Kurangnya inovasi dan adaptasi Peningkatan kapasitas SDM UKM | Mengadakan pelatihan dan Kepala Dinas 2029
teknologi terkait inovasi dan teknologi bimbingan teknis serta
melalui pelatihan dan bimbingan pendampingan terkait inovasi dan
teknis serta pendampingan teknologi baik produktivitas
maupun pemasaran
11 | Rendahnya transparansi dan Peningkatan kapasitas SDM UKM | Mengadakan pelatihan dan Kepala Dinas 2029

akuntabilitas

terkait penyusunan laporan
keuangan yang baik melalui
pelatihan dan bimbingan teknis
serta pendampingan

bimbingan teknis serta
pendampingan terkait penyusunan
laporan keuangan yang baik.
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